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BAB T

PEMBERDAYAAN PASCA KONFLIK

1. 1. Sejarah Konflik Aceh Dengan Pemerintah Indonesia

Konflik antara Aceh dan Pemerintah Indonesia telah terjadi dua

kali dalam sejarah integrasi Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), yaitu konflik Gerakan Darul Islam

(DVTII) pada tahun 1953-1962 dan konflik Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) pada tahun 1916-2005 Kedua-dua konflik tersebut

dinamakan konflik pemberontakan oleh para nasionalis Indonesia'

Padahal jika dilihat dari tuj uannya dapat dikatakan bahwa yang

pertama adalah konflik otonomi, sementara yang kedua adalah

konflik kemerdekaan. Namun demikian, kedua-dua konflik tersebut

dapat diakhiri dengan cara negosiasi yang menghasilkan satu

kesepakatan damai Akan tetapi proses negostasi perdamaian

keduanya memiliki perbedaan kualitas hubungan antara Aceh dan

Pemerintahan lndonesia.

Konflik DI/TIl menampakkan hubungan asirnetris dalam

mencapai kepada kesepakatan damai, Pemerintah lndonesia (rrelalui

kekuatan militemya) lebih mendominasi konflik dan proses negosiasi'

Oleh karrena itu, solusi penyelesaiannya dipaksakan secara sepihak

kepada pihak yang dipandang lemah, yaitu DI/TII dan tanpa

melibatkan pihak ketiga sebagai mediator' baik dari intemal sendiri

maupun luar negera.

Berbeda dengan konflik GAM, kesepakatan damai yang

diperoleh adalah melalui perundingan yang simetris hubungannya"



.jan dimediasi oleh pihak ketiga, bahkan dari pihak luar negeri atau

rntemasional. Oleh sebab itu, implementasi kesepakatan damai di

masa transisi masih melibatkan pihak ketiga luar negeri, yaitu dari

Uni Eropa yang bergabung dalam satu wadah, yang dikenal dengan

--.h -\lonitoring Mission (AMM)

1. l.l. Konflik Otonomi (Keistimewaan)

Tepatnya pada Tanggal 2l September 1953, Daud Beureueh

:nelakukan pemberontakan terhadap Ri yang ..pancasilais,,, 
bahkan

3rliau bersama Kartosoewiryo ingin mendirikan Negara Islam
-:.,:esia (NII), dan Aceh adalah satu bagian dari ML Oleh

::::ikian. konflik pemberontakan ini dikenal masyhur lagi sebagai

Je:akan Darul Islam (DI) dan Tentera Islam Indonesia (TII)
:'':msuddin, 1990; El Ibrahimy, 2001). Konflik ini dapat dikatakan

- -,-.: ...ntlik ideologi, Islam versus Sekuler.

._;-_:: rr ::nadr'? N{ungkin kata kuncinva, ,,frustasi,'. 
Gurr

:<rrberonlakan adalah karena trustasi. Untuk itu, munculnya DI/TII
Ji -\ceh sebahagian sebabnya dapat dijelaskan dari aspek kekecervaan

::.:u tiustasi dan sebagian lainnya adalah dukungan dari luar Aceh.

a Kecewa terhadapjanji dan sirnanya harapan istimewa

Aceh sudah pernah menjadi satu provinsi yang otonom pada

tahun 1949 ketika Belanda melakukan agresi ke-2 terhadap Indonesia

dalam keadaan kritis pada tahun 194g. Namun setelah Indonesia

memperoleh pengakuan kedaulatannya dari Belanda dalam

Konlerensi Meja Bundar (KlvIB) di Den Haag tahun 1950.



Otonomi Aceh dicabut oleh Pemerintah Pusat juga pada tahun

1950 melalui satu undang-undang mengenai pembahagian NKRI

kepada 10 wilayah provinsi, yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah' Sumatera Selatan,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil' Dalam hal ini Aceh

dimasukkan ke dalarn Provinsi Sumatera, dan pada tanggal 23 larL.nri

1951 Perdana Menteri Muhammad Natsir secara resmi membubarkan

Provinsi Aceh (Djurnala, 20 l3).

Kenyataan ini memberi dampak negatif yang besar terhadap

berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh, utamanya mengenai

implementasi syari'at Islamr. Padahal Soekamo telah berjanji kepada

Daud Beureueh pada tahun 1948, Aceh dapat menerapkan norma dan

nilai-nilai Agana Islam dalam segala aspek kehidupan @l Ibrahimy,

2001). Artinya Islam dapat menjadi ideologi pemerintahan bagi orang

Aceh walaupun berada di dalam NKRI. Hal ini merupakan identitas

Aceh yang pemah membawanya dikenal sebagai Serambi Mekkah

pada era Pernerinl-ah monarkhi

Untuk itu, senap perjuangan melarvan penjajah pun selalunya

diidentikkan sebagai perang suci, melawan kafir musuh lslam'

lKeistimewaan Aceh mengenai implimentasi Syariat Islam telah pernah

dijanjikan oleh Soekarno semasa lndonesia mendapat agresi Belanda yang

f<eaua paaa tahun 1948. Soekarno memohon kepada Daud Bereueh dengan

*"n.u.r.kun air mata untuk mengambil bahagian melawan Belanda' dan

air"tului otut Daud Bereueh denganiyarat Aceh diberikanhak otonomi untuk

meniaiankan syariat Islam. Dalam hal ini disepakati oleh soekarn-o fielas lagi

dapat dilihat dialog Daud Bereueh dan Soekarno, El lbrahimy, 2001:77'78)'

Narmun Soekarno d-alam pidatonya di Amutai Kalimantan Selantan tanggal 27

Ianuari 1953 menegaskin, "bahwa Indonesia tidak mungkin menggunakan

lslam sebagai dasar negara" (Djumala,Z013: 26)'



i3rperang melawannya adalah jihad di jalan Allah, dan mati di
:llamnva adalah syahid yang memperoleh imbalan syurga dan
:iJadari pada Hari Akhirat nantinya. Disamping itu, pencabutan
,:lrnomi Aceh juga telah berdampak kepada beberapa kebijakan,
-:',ji-intah Pusat Indonesia terhadap Aceh, yang dapat mengesankan

::..-'. ar Aceh merasa sangat kecewa (Nurhasim, dkk, 2003;
l.':ii r larang, 2008)_

Rakvat Aceh merasa diabaikan dan diperlalukan sep€rti ..anak

: :: r)leh Pemerintah pusat Indonesia. Sebutan Aceh ..Daerah 
Modal,,

. i:. .r-:,i&i dengan realitas tindakannya terhadap Aceh (EI Ibrahimy,

-.,. . .--itbatnya akumulasi kekecervaan tersebut diwujudkan
::::.-: satu pemberontakan, yang drlakukan melalui satu gerakan

:.:..: .i:tltan rak\..at yang dikenal dengan DI/TII.

:::1:ndaskan uraran ini, Djumala (2013) menjelaskan bahwa
- -*- -' - :. ,:t,ab vang menimbulkan pemberontakan Daud

:i:--.-r::. .r:__ _{,-riscp kenegaraan tdasar dan bentuk negara,
,r.:::-:-.: i.3-'i \3&ia r,.:.aii-;:n-i sebagai embrio konflik; (2) pOlitik

.::::a, isasi i pembubaran negara tbderal, Republik Indonesia Serikat
:, :, dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

" -..-1- , pada tahun I 950 yang membawa kepada pembubaran
-:J!:nsr Aceh. dan (3) Tidak terakomodasi norma dan nilai Islam
iaiant pemerintahan di Aceh.

. . 
rKebijakan-kebijakan pemerjntah pusat yang menambah kecewa rakyat.:.:eh adalah; Larangan pemerintah prsat [upi, a."n 

-rntrt"rn"ruf.ri.un
::::langan barter antara Aceh dan Mrtuyriu pJ,-"wui-Lhrn fSSZ;i=srcnalisasi militer; dan pengurangan fasititas penaiditan agu;- g"tas tagl,..- ,: S\d.r'rsyuddin. 1990: B3- t23).



b. Dukungan luar Aceh

DI/TII adalah bukan organisasi pemberontakan yang

diprakarsai oleh Daud Bereueh. Ia telah duluan lahir di Jawa Barat

pada tahun 1949, diprakarsai oleh Kartosoewirjo. Oleh itu, DVTII

dapat dikatakan sebagai Dukungan luar bagi pergerakan Daud

Bereueh. Beliau telah menjadikan Gerakan DI/TII sebagai

wadah/mesin perlawanamya terhadap Pemerintah RI, sebelum

membentuk organisasi sendiri di Aceh. Dalam hal ini dapat dipahami

bahwa DI/TII juga merupakan faktor pemicu percepatan wujud

gerakan pemberontakan Daud Beureuh. Karena semasa itu persrapan

pergerakan belum baik dan solid. Sebagaimana dijelaskan oleh El

Ibrahimy (2001) bahwa semasa itu pergerakamya belum matang

secara materil, terutama sekali pada peralatan senjata. Kecuali

semangat rakyat Aceh yang sedang memuncak membara untuk

merealisasikan pemberon-takannya. Diibaratkan seperti buah di

pokok yang sudah matang "jika tidak dipetik akan jatuh sendiri" satu

persatu.

Kenyataan ini diperkuat lagi dengan diproklamirkan Republik

Islam Aceh (RIA) oleh Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus

1961. Di mana struklur kelembagaannya terpisah daripada

pergerakan-pergerakan lainnya di Indonesia, termasuk gerakan Darul

Islam di Jawa barat. Yang mana waktu itu sedang mendapat tekanan

berat dari militer lndonesia.



Dan banyak gerakan revolusi lainnya seperti pemerintahan
.-.:.rriusioner Republik Indonesia (pRRI)r dan Republik persatuan
.::onesia (Rpl)a menyerah kepada Soekarno. Oleh itu, Daud
-: : -r.,ueh berinisiatif rnendirikan Aceh terpisah dari daerah Indonesia
- --..I untuk memcapai cita-citanya ..Menegakkan 

Syari,at Islam di
: -:r , Pane,200l, Jihart,2003).

Keberadaan DI/TII dan RiA telah melibatkan Hasan Ditiro di
:-.::rnra. Ia yang sedang berada di luar negara, New york
: r. -:iiuasakan sebagai Duta Besar pada pertubuhan Bangsa_Bangsa

. - --,ud Beureueh. Oleh karena itu, ia rnengkompanyekan Negara

.: .ndonesia (N ) di negara_negara Eropa dan melawan
:'. : ":r nrah Indonesia adalah fasis-kamunis yang telah membawa
:j :.:ra kepada kehancuran Di samping itu iajuga meminta kepada

- , - -- - '.::,nlL-n Indonesia Ali Sastroami<Jjodjo untuk menghentikan
..-: -:rl:kukan di Jatva Barat. .latva Tengah, Kalimantan,

-.,. .1_-- :_:- .:...h (.lihad. lll0_1 ).

:3anrsasi ini lahir pada hnggal 15 pebruari 19SB ketjka masa' i 'r: a-Gn sen.iata DI/TII sedang*beriangsung amruirmo.i"r,,, r"h melarui.::. \amun keberadaan pnnr a i.."n ruilr, ;l"h"i;;:la Beureueh
I =--., ..1:"1:::1:l- l:rl pemberontakanny,, u.n["""Tr7rrr a."ruuuungan keridnva^dengan Dl/Tll induk di ,awa Barat dan- . - ,..: kerla sama dengan eRRl 

' 
walauprin 

't.r"f,.url- 
."r.,r1". org,- . . '-. a,rkan kekuasaan rczim Soekarno.

'Diproklamirkan pada tarikh B.pebruari 1950. presiden dan wakilnya.:= .: 
-Srafruddin .prawiranegara- aan rgk Mrh;;;";"ff Beureueh,-.--: padd tanggal 2s osos re6^l^presid;.y, ;;;;;;; ffia Repubrik' : -=::u "Soekarno.,. {Meneenai.pRRI ar" ndil"i"r'ilei affitior.o ort u, 

.. .. 
,00,, "Se1ar.ah dan Kekuaran Gerakan Aceh tr{fii.'#, ciulnao pf.,



Namun demikian, pemberontakan Daud Beureueh akhirnya

dapat ditamatkan dengan kepesepakatan damai "Ikrar Lam Teh",

yang diperkuatkan dengan Keputusan perdana Menteri tahun 1959

(dikenal dengan Missi Hardi) (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Indonesia, 2006). Secara resmi Daud Bereueh dan pasukannya turun

gunung (meletakkan senjata) pada tanggal 9 Mei 1959 dan pada 2l

Mei tahun 1962 mulai dilakukan reintegrasi dan rekonsiliasi.

1.1.2 Konflik Kemerdekaan

Konflik kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Gerakan

Aceh Merdeka (GAM) atau Aceh Sumatera National Liberation Front

(ASNLF) dipubliskan ke publik pada tanggal 4 Desember 1976, oleh

Muhammad Hasan Ditiro. Jika diru.l uk kepada proklamatomya yang

memiliki hubungan erat dengan Tgk. Daud Beureueh pada masa

DVTiI dan RIA, tak diragukan lagi bahu'a GAM dan DI/TII di Aceh

merupakan sejarah konflik yang bersinambungan atau muncul

kembali dengan wajah yang berbedas. yang lebih mengancarl

integritas Pemerintah Republik Indoneisia.

Terkait hal ini, Jihad (2003) men.vebutkan GAM adalah

kelanjutan perjuangan RIA yang ingin membebaskan ra$'at Aceh

dari belenggu penjajahan Republik Indonesia. Arsitek GAM adalah

Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Ini diperkuatkan oleh pemyataan

Tgk. Daud Beureueh dalam khutbah Jum'at pada Bulan Mei 1977,

"Kita sekarang suclah ada penrerintalrun sendiri' kita telah ada

sGerakan Daud Beureueh dengan karakteristik keislaman hanya daPat

eksis lapan tahun (1953-1952J, manakala Hasan Ditiro dengan karakteristik

nasionaiisme Aceh dapat bertahan hampir tiga puluh tahun (1976-2005)'



.ctniDtpin sendiri, yuitu di bawah I,gk. Muhammud Hasan ,I.irr.t, 
yang:c!uh cl iumumkan baru-baru

,n, i uk.sunakannytt dan harant,"'::"":::;;:;,,.nensikutinva, 
waiib

Selari itu, menurut Nurhasim et. al (2003) bahwa DVTII adalah:.:lpakan embrio bagi gerakan pemisah Aceh atau Gerakan Acehl.1;rdeka yang dimotori oleh Hasan Tiro. pemyataan inr juga dapat::perkuatkan lagi dengan anggota kabinet GAM yang meribatkan
::kas pejuang DI/TII Daud Beureueh, seperti Ilyas Leube, Tengku
--..sbi Geudong Muchtar yahya Hasbi, Teungku Fauzi Hasbi dan*::r: ramai lainnya (pane,2001; Jihad,2003, Rachman , et.al,2OO4).

-,ieh karena itu, GAM pada pennulaannya juga berideologi
-' ":::. meranjutkan perjuangan RIA. Namun daram evorusinya Hasan. :- ::rcn,rgantikannya kepada ideologi sekuler (nasionalisme) atas

- . ..-:rah kedaujatan Aceh dan suku bangsa, bukan agama.:,::...: konfltk intemal GAlrd, yang membawa kepada:':-:r-<-i- 
=:: --: 

_ __ __
'-. .,:.!,,{ *n .\f p-c.i.\ 1 r;::. 

tjil, "#";:;lt#?:1,,:::
.- 

= :r:ndamngani 15 Agustus 2005 tidak diakui oleh satu pihak,



yaitu MP-GAM yang berorientasi kepada ideologi Islam' di mana

kepemimpinannya ada'lah oleh Dr. Husaini Hasan.

Namun demikian, walaupun berbeda orientasi ideoiogi dan

bentuk negara tentunya, tujuannya sama, yaitu membebaskan Aceh

dari 'penjajahan' NKRI, dan penyebab wujud konflik kemerdekaan

Aceh dapat dijelaskan menurut beberapa anggota penyelidikan adalah

sebagai berikut:

1. Menurut Rachman, et. al (2004) secara sosiologis dapat

dikatakan konflik GAM wujud akibat dari Orde Baru Indonesia

(rezim Soeharto) tidak mempunyai kesungguhan dalam membina

Aceh dan mensejahtera-kan masyarakat Aceh Walaupun industri

besar LNG (Liquified Natural Gas) telah didirikan di

Lhokseumawe, Aceh nalnun masyarakat Aceh masih tetap

dalam keadaan miskrn.

2. Kenyataan serupa juga telah dijelaskan oleh Isa Sulaiman (2000)

bahwa pembangunan ekonomi dan infiastuktur ekonomi di Aceh

tidak sesuai dengan eksplioitasi surnber daya alamnya yang

dilakukan oleh pemerintah Pusat, yang merangkumi hutan"

minyak dan gas. Namun selain itu adalah berlaku cengkaman

militer terhadapan perpolitikan di Aceh, dan pengharusan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih partai Golongan

Karya (Gotkar) yang dipirnpin oleh Soeharto Ditambah lagi

pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 5

tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Oleh itu, mengancam



Ie,sitimasi rakyat kepada panai-partai Islam yang dapat

menggeserkal kaum ulama di peta politik Aceh.

-: \'lanakala memrut Heidux (2006) konflik Aceh berkepanjangan

sebabnya adalah: ekploitasi sumber daya alam dan distribusinya
::iak adil, diperkirakan hanya 5 persen dari jumlah yang diambil
Crkembalikan kepada Aceh, The ,,re.-ource curse,' rich yet poor
.{ceft, sentralisasi kekuasaan dan kurangnya hak menentukan

nasib sendiri, yang mengakibatkan Aceh kehilangan identitas

rDamanik, 2010), teror negara dan kekebalan hukum bagi pelaku

reianggaran hak asasi manusia pasca jatuh Soeharto; dan konflik
adalah merupakan politik ekonorri sebahagian pelaku konflik,
baik dari pihak militer Indonesia maupun GAM.

-l Sedikir berbeda, Aspinal dan Crouch (2003) menyatakan konflik
.{ceh era GAM utamanya disebabkan oleh wujud nasionalisme

-.--:h vang dirasakan oleh masyarakat Aceh yang merriliki
:<_t,arai berbeda dengan daerah Indonesia lainnya semasa kolonial
3eianda. Manakala aspirasi syari,at Islam dan ketidakadilan
;rsrribusi ekonomi antara pemerintah pusat dan Aceh bukan

-n\ ebab utama.

'.:nun demikian, menurut analisa penulis berlandaskan adanya
ri=:r-r --erl DTTII dengan GAM, dapat dikatakan hilan5,nya identitas
L=--i.;lxan merupakan t'aktor utama wujud konflik, meluaskan dan
.:::-:r\a berlak-u konflik di Aceh. Ini terlihat dari pengidentifikasi
:.i:,:: ,lndonesia) yang dikompanyekan kepada rakyat sebagai
:e:-: r;.-lallr. \ ang patut dilarvan oleh orang Aceh.

10



Semasa konflik, kompanye-kompanye politik GAM selalu

dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk rrengidentikkan Pemerintah

Pusat yang Pancasiiais adalah kafir, seperti "Siapa yang tidak

menghukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah kafir dtn

dhatim" dan begitu pun lagu Perang Sabil sebagai pembangkit

semangat perjuangan tidak lupa dibacanya Bahkan kadang-kadang

menjelang shalat jamaah di mesjid atau meunasah (surau) juga

dibacakan lagu tersebut, kalimat "Aceh Merdeka'' digantikan dengan

"Aceh Mulia". Manakala faktor lainnya adalah sebagai penl'ebab

kedta (secondary) untuk rnengukuhkan solidaritas perjuangan dan

memberikanperbedaannyata"kitaAceh"(dijajah)adalahingroup

dan "mereka Jawa" (penjalah) adalah out group.

Dalam kenyataan seperti ini pembentukan identitas ke-Aceh-an

lebih nampak, kokoh dan eksis Pada gilirann'va dapat membentuk

dan membina sikap dan penlaku perlarvanan rakyat Aceh yang

berkepanjangan terhadap Pemerintah Indonesia'Kolonial-'larva"

mencapai tiga dekade.

Tidak seperti halnya perlarvanan di era DVTII yang hanya

membentuk identitas Aceh dengan keislaman lanya dapat

dipatahkan/dilunakkan dalam masa yang singkat' yaitu sekitar

delapan tahun dan pengakhiran konflik kekerasan diiakukan dengan

dialog damai tanpa dimediasi oleh pihak ketiga eksternal bahkan

Pemerintah Pusat Indonesia diwakili oleh Pemerintah Lokal Aceh

meelalui Lembaga Keamanan, Panglima Kodam I Iskandar Muda'

Walaupun demikian perlawanan GAM adalah intensitas dan

eskalasinya naik-turun, tetapi jika merujuk kepada eksistensi

11



:'::,:\\anan yang berkesinambungan, kemunculan GAM dapat
: --::kan kepada tiga periode atau fase (Schulze,2003; Ross,2003;
. -::rto, 2009). Pertama adatah (1976-1979); kedua (19g9_1991);

-: \iliga (1999-2005). Berdasarkan penjelasan mereka, penulis

-.:,-': rengkategorikan evolusi gerakan GAM kepada, proklamasi

:;- :ropaganda; penampakan eksistensj dan perlawanan senjata;

:r:-.:.:i:3r senjata dan politik. Untuk lebih jelas lagi dapat

- : s:..:jt sebagar benkut:

t P:,rhlamasi dan Propagantl a (1976_1979)

:::asaimana telah diulas sebelumnya, GAM diproklamirkan
.:- .--:-ian Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 adalah berideologi

'- - -:.tsme Aceh, bukan Islam. Untuli itu, diperlukan pencerahan

:: ::j: merasionalkan supaya identitas dapat dibentuk. Dalam hal
- ::.-.rn Tiro menghubungkan sejarah kemerdekaan Aceh era

, r '':-:l dengan penjajahan Belanda yang tak dapat berhasil
:u-,j.:.tiikr Aceh secara stabil dan perlawanan rakJat berlaku secara

:-_-t :3nerus. Dan Aceh belum pemah menyerah kepada kolonial
| . :: - Se]ara dejure.

-::takuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda atas seluruh
, . .- _:.tahannya adalah tidak termasuk Aceh di dalamnya. Selain

r- : r--: I . i.i';l-s i sumber daya alam Aceh oleh pemerintah pusat dan
lr-.*::;: industri LNG, pT. pupuk Iskandar Muda, pT. Asean Aceh
::-::.:zers tAAF), dan pT. Kraft Aceh pada tahun 1970_an dipandang
r":::-:r: praklek neo kolonialisme yang di jalankan oleh pemerintah
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"Indonesia Jawa", karena tidak membawa dampak positif kepada

pembangunan Aceh.

Pada fase ini pengikutnya sangat minimT melibatkan kalangan

sariana dan mahasiswa; pelaku bisnis dan bekas pejuang DVTII yang

menetap di Aceh dan Medan Sumatera Utara. Sepertimana dikatakan

oleh Djumala (2013) pada masa ini GAM mempunyai anggota

sekitar 70 orang, tetapi memiliki ikatan ideologi yang kuat. Mereka

merupakan orang terdidik, seperti doktor, insinyur, akademisi dan

pengusaha. Gerakan ini kurang dikenat oleh mayoritas masyarakat

Aceh kecuali sebagian mahasiswa dan akademisi di kampus

Universitas Sumatra Utara (USU) Medan dan Universitas Syiah

(Unsyiah) Banda Aceh dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-

Raniry) di Banda Aceh.

Oleh itu, dukungan masyarakat pun amat sedikit dan wilayah

operasi pergerakan masih sangat terbatas, yaitu Pidie, Aceh Utara,

dan Aceh Timur. Pengendalian dan pengaturan gerakan dilakukan di

Aceh. Pada masa ini GAM dikenal dan diidentifikasi oleh Pemerintah

Indonesia sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Oleh itu,

direspon dengan pendekatan militer, dan berhasil ditumpaskan pada

permualaan tahun 80-an. Sebagian anggota GAM tertembak mati dan

ditangkap serta diPenjarakan.

TKenyataan ini dapat dipahami pada susunan kabinet GAM Pertama'

sesebagian orang m"meproleh double status, seperti Hasan Tiro adalah Wali

Negaridan Menleri Luir Negeri, Muchtar Yahya Hasbi adalah Wakil Wali

Nelara dan Menteri Pertahanan, dan [lyas Leube adalah menteri kehakiman

dan Panglima Militer Wilayah Tengah (lihad,2003: B2-83J



l.lanakala sebahagtan Iainnya melarikan diri keluar negeri dan

Trro akhirnya mernilih Swedia sebagai tempat tinggalnya,

mar oritasnya dari mereka menetap di Malaysia (Usman, 2006).

.---- :r'mikian. pergerakan GAM terlihat berakhir/selesai. Akan

..: .j- riinvatnornla GAM rnuncul kernbali sekitar sepuluh

- -' i -:-iran takhir 1989) dengan kekuatan yang lebih besar.

!" F':runjukkan Eksistensi dan Perlawanan Senjata (1989-1991)

:.' :nan sejumlah ideolog GAM ke luar negeri temyata adalah

. - ..-j. mereka lari tanpa kehilangan cita-cita dan tuj uan

: r -.:: r.ln. t aitu merdeka. Oleh karena itu, keberadaan mereka di

*,." :;:ri drmanfatkan untuk membina solidaritas masyarakat Aceh

: -'::rlauan dan meningkatkan kekuatan militer serta melakukan

. -.. :ja.sr dengan peurberontak dari wilayah lainnya, seperti Timor

- '- 'l:rdeka dan Papua Merdeka. Pelatihan rniliter dilakukan di

- : :ng diperkirakan mencapai rafusan orang (versi Pemerintah

- : : i atau ribuan orang (versi GAM) (Usman, 2006).

{:tika Hasan Ditiro dan rakan-rakannya berada di luar negeri

--'.- :erarti pergerakan di Aceh 'mati', tetapi tetap hidup dalam

. -., r::r elit GAM era pertama yang memilih menetap di Aceh,

:..: rktif melakukan pergerakan 'barvah tanah' mensosialisasl

..:::erdekaan. Oleh karena itu, sejak tahun 1989 apabila

-:-:-r,:trn! yang dilatih di Libya kembali ke Aceh sudah mudah

: :'. -s.:n rekruitmen anggota baru dari kalangan pemuda.
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Perlawanan GAM secara militer menggunakan senjata moden

mulai tampak dan penyerangan terhadap pos-pos militer TNI dan

Kebijakan mulai berani dilakukan.

Di mana penyerangan pertama terjadi adalah penyerangan

terhdap kelompok tentara lndonesia di Buloh Blang Ara Aceh Utara.

Kemudian diikufi dengan perampokan Bank dan pembakaran jabatan-

jabatan Pemerintah.

Dalam keadaan ini, Aceh adalah sangat kacau dan tidak aman

bagi kelanj utan integritas Indonesia. Merespon kenyataan rni.

Pemerintah RI mengambil tindakan militer yang keras. Oleh karena

itu Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk

membasmi anggota GAM.

Akibatnya sejak 199i-1998 GAM meredup kembali,

gerakamya masih mudah dikalahkan dengan cara militer. Namun

tindakan tersebut telah banyak berdampak negatif, banyak orang yang

tidak salatr/tak terlibat dalam GAM menjadi sasaran kekerasan

miiiter lndonesia. Akibatnya GAM memperoleh sirnpati masyarakat

Aceh yang iebih luas, walaupun gerakan mereka secara fisik menurun

secara signifikan.

Oleh itu, muncul organisasi-organisasi sipil yang

mengkompanyekan berlaku pelanggaran HAM di Aceh (Djumala,

2013). Bersamaan dengan itu Presiden Otoriter Indonesia, Soeharto

jatuh dari tahta kepresidenan pada tahun 1998. Disebabkan oleh

demonstrasi mahasiswa yang menuntut dijalankan Pemerintah secara

demokratis, tidak otoriter.
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(. Perlawanan Senjata dan politik (1999_2005)

Pasca jatuhnya Soeharto sebagai presiden tahun 199g,

-:::nesia memasuki era baru, yaitu; era reformasi. perubahan ini
-: .x memberi dampak kepada wujud gerakan sipil di Aceh menuntut
:.:::.rintah Pusat memperbaharui kebijakan politik terhadap Aceh.
:::lekatan rniliter supaya digantikan dengan pendekatan non militer
'.iam menyelesaikan konflik di Aceh. Selain menuntut pencabutan

]l\{ di Aceh, juga meminta agar pelanggaran HAM yang berlaku di
:..-eh diadili segera.

Hasilnya tepat pada tanggal 7 Agustus 199g status DOM pun
- .-abut dan digantikan dengan ..Operasi 

Wibawa 99,,. Namun hal ini
:ada kenyataannya tidak dapat menghentikan tindakan kekerasan

;:l:lrter terhadap rakyat Aceh, operasi militer terus berlanjut. Momen
:: drmanfaatkan oleh GAM untuk menarik simpati mahasiswa dan
-r.r:\ arakat Aceh Iebih banyak lagi, bahkan perhatian masyarakat

-:::;nasional melalui pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat
!,.3manan lndonesia.

Selain itu, GAM juga mengambil peluang ini untuk melakukaa

" - - r- .:dasi dengan gerakan sipil dan merekmt anggota baru. Oleh itu,
-: "r-- \-rri mahasiswa, santri dan pemuda serta masyarakat Aceh,

:ar :- .iceh maupun di luar Aceh berkumpul di Banda Aceh untuk
- ::::1':;arakan masalah Aceh dan solusinya.

?enemuan ini dikenal dengan Kongres Mahasiswa dan pemuda
: : : -. S3ranrau (KOMPAS) pada tanggal 3 [ Januari sampai 4
: :::----: Dihadiri oleh 104 mahasiswa dan pemuda (sebahagian

lE-.: .'- - :t:ni arakan dihadin 106 peserta) organisasi sipil dan



menyepakati referendum adalah jalan terbaik bagi penyelesaian

konflik Aceh secara damai dan bermartabat, dengan opsi merdeka

atau tetap di dalam NKRI OIeh itu, dibentuk satu wadah yang diberi

namaSentrallnformasireferendumAceh(kemudianlebihmasyhur

dengan sebutan SIRA), yang diketuai oleh Muhammad Nazar8

(Fasya, 2005)

Kenyataan ini, mendesak Presiden Indonesia BJ Habibie

mengeluarkan undang-undang baru bagi Aceh, 1'aitu Undang-Undang

Nomor 44. Tahun 1999, tentang Pelaksanaan Keistimervaan Aceh

untuk menegaskan kembali status Aceh sebagai Daerah Istimewa'

Dan pemberian amnesti bagi anggota GAM yang ditahan dan yang

menyerah. Akan tetapi kebrjakan ini tidak dapat menghentikan

gerakan organisasi sipil mengkampanyekan referendum

Oleh itu. SIRA mengorganisir demonstrasi damai bagi

pelaksanaan referendum di berbagai kabupaten/kota di Aceh Oieh

sebab itu, pada tanggal 28 Oktober 1999 dilaksanakan "Sumpah

Bangsa Aceh" (Tipe,2000). Puncak dari gerakan atau aktiviti SIRA

adalah menggeiar musyawarah rakyat Aceh' yang drberi nama Sidang

Umun Majelis Pejuang Referendum (SU-MPR) pada tanggal 8

November 1999, dipusatkan di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh'

Diperkirakan dihadiri oleh dua jutaan masyarakat' tetapi ada

yang menyebutnya satu jutaan, bahkan ada yang mengatakan lima

ratusan. Namun, terlepas dari jumlah yang hadir sebenarnya'

sMuhammadNazarkemudianmenjadiwakilGubernurAc.ehyangdipilih
,u.u." tu'rg.ung oteh rakyat Aceh pada pjmitihan kepala daerah 2006'
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indonesra dan Intemasional telah melihat bahwa

:E-,i " 1-;r: -{ceh bukan dilakukan oleh segelintir orang tetapi banyak
-:,":- -..ilL dengan cara yang berbeda. Dari cara paling lembut

{::i.:-.-.: '. ans paling radikal. Kenyataan ini telah menampakkan lahir
. -:-r- :r.j- :aslonalisme Aceh dan memudamya nasionalisme Indonesia

: i-L:-::an rakfat Aceh (Widiadi, 200g)

,f,emerintah Indonesia tidak merespon tuntutan referendum
-.. . :: .{ceh seperti yang telah dilakukan kepada Timor Leste, yang
:!-.:r\a mereka dapat merdeka melalui referendum pada era
---' ::n BJ Habibie. Oleh itu, dalam perkembangannya gerakan
: --:-:. sering mendiskreditkan pemerintah pusat Indonesia berasaskan
' ::Ian kekerasan militemya di Aceh dan menyebarkan kebencian
:,.:r Pemerintah Indonesia (Aceh Magazine, 2007).

.\kibatnya Muhammad Nazar selaku Ketua presidium SIRA

- -.. :kap atas tuduhan tindakan makar terhadap Rl. Dan SIRA
" :a: jang sebagai sayap sipil dan intelektual CAMe oleh pemerintah

:::nesia, terutama pihak TNI dan pOLRI. Walaupun sebetulnya

'.,::l organisasi SIRA adalah bukan GAM, tetapi gerakan altematif,
*- : -:narvarkan jalan tengal alau ,,I,he thirtl way " .

'..:un demikian, gerakan sipil yang menuntut penyelesaian

' ".' . :.:eh secara damai dan mengkam-panyekan pelanggaran

-:-f .1 j: media cetak dan intemet telah memberi dampak kepada

', = =: Rekomendasi KOMpAS pada paragraf awal memang terdapat. : . : -::: .:e dengan GAM mengenai Status Aceh dalam NKRI, ,,Seca ra de fqcto:.- :. ,-. Aceh bukanlah bahagian dari NKRI, tetapi pemerintah Hindia:'.---:: ::.=: menyerahkan Aceh kepada Indonesia ie.ara lttegal,, Jfasya_ .::-:



masyarakat atau organisasi sipil di luar Aceh bahkan luar negert

untuk memberi perhatian serius kepada penyelesaian konflik Aceh

secara damai. Untuk itu, proses intemasionalisasi permasalahan Aceh

tak dapat dihindarkan lagi dan Pemerintah Indonesia pun tidak

mungkin lagi mengabaikan pelanggaran HAM atau kekerasan yang

dilakukan oleh militemya di Aceh. Kaiaupun tidak diadili pelakunya,

tetapi pendekatan penyelesaian konflik segera harus digantikan, dari

pendekatan militer kepada pendekatan non militer.

Oleh sebab itu, sejak tahun 2000 (era Gusdur/ Abdurrahman

Wahid) Pemerinoh Pusat dan GAM mulai merintis penyelesaian

konflik secara damai, Dari Jeda kemanusaian, penghentian

permusuhan, dan sampai kepada MoU Helsinki yang dinilai oleh

banyak pihak sangat adil dan komprehen-sif Dengan melibatkan

pihak ketiga, yaitu, organisasi non Pemennlah inlemasional a:a;

Intemational NGO's walaupun harus melalui jalan yang pahit dan

berliku.

1,2 Perdamaian Aceh tlan peluang pemberdayaan masyarakat'

Konflik GAM atau konflik kernerdekaan telah diselesaikan

secara damai melalui mediasi satu organisasi non pemerintah, yaitu;

Crr.srs Management lnitiative (CMl)'o yang menghasilkan

Memoranthtm of {lntlerstuntling MoI\, yang ditandatangani oleh

1o organisasi ini adalah non

tahun 2000. DipimPin oleh Marfti
utamanya di Helsinki, Finland
pembinaan perdamaian secara

mission.html

proflt dan independen, yang didirikan pada

Ahtisaari mantan Presiden Finland. Pejabat

Bekerja untuk menyelesaikan konflik dan

berkelanjutan (CMt). http://www.cmi fi/
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:..-.::ntah RI dan GAM pada tanggal l5 Agustus 2005 di Helsinkilr.
).1::rrur Kalla': (2009) pencapaian MoU ini dijalankan dengan cara
::i:lgetahui pihak-pihak yang bertikai secara menyeluruh,
-:.:perkuat keberanian dan kepemimpinan, membangun
,.,..:.avaan diri para pihak yang bertikai, menyatukannya, dan
-:t:rbatasi publikasi. serta menjaga kehormatan dan martabat para
: -.:ak.

Usaha penyelesaran konflik Aceh rnelalui dialog damai
::rinarnya sudah dirintis sejak era kepemimpinan Gus Dur
:---Junahman Wahid)'3 tahun 2000 atau pasca tuntutan pelaksanaan
:=rendum bagi penyelelesaian konflik Aceh secara damai dan

rcrmartabat oleh masyarakat sipil Aceh, yang dimobilisasi oleh
,icntral Informasi Referendum Aceh (SIRA)ra pada tanggal g

"trr 
sm6ar 1rrr.

- 
:,lMerupakan peristiwa bersejarah bagi Aceh dan Indonesia. Aceh

- 
=_::": f::i-y3:1:11 GlMr turar,. mer,rurin ru[".ii",,.,'i,'i"g.,,, o..n- _: drr r\egara Kesatuan Republik lndonesia INKRI) melalui penandatangan' 
- .:.,sebu.L 

proses diolog damai lelah ,"nghouirkln ;".1'r"Ji,n. , *nrn.' : - .-.,..,'a ini membuktikan bahawa konflik 
"kugunrrun 

A."h _ iemerintah.-, h.il: bol€h, dirangani aengan ailIoj JunJ"brt n a"ngun:,. '.n militeristik. Sebagaimana juga yang p"."r"t U"riutu ioda konflik=: rDI) yang dimotori oleh DaudBer"rlr, p"a, i"hu issS-rsoz.
" , -::.Imad yusuf Kalla adalah Wakil presiden Republik Indonesia dan-:. - = 

--:: ran aktor utama dalam proses pembinaan p"aaulnuiun aa"f,.
r\1::'lurut Gubernur Aceh (lrwandi yusu0, Gus Dur adalah perintis

.', --' - 
: =.. 1,ll::l: -t^:1,:: 

ti dak seru i u d",8" ;';J;;;;; g il;y"r.,,*un' - . .r.::h. http//nasional.kompas.com/r-e :;);;;; /i;/;' f/-:.i-r. adalah sebuah wadah 
i"tur.::!.r_T yang iahir pada Kongres,:-:i:.,.: ::;: pemuda Aceh serantau (KoMpAil ti.it,tr" a r'iJn rari _ oa',: -_-.- :;;9 li Banda Aceh, yang dihadir.i o]!lr 1-04 o.gunlur,i-.r.yrrrkut

= . - ' .: :.::ar r_y-a sikap dan tindakan SIRA f 

"lit-i]"-.ffiong C"..t"n



Dialog damai berkenaan dirnediasi oleh Henry Dunant Center

GDC)15. Namun hanya menghasilkan Jeda Kemanusiaan. Sementara

Perjanjian Penghentian Permusuhan (Cetsation of Hostilities

Agreement, CoHA) gagal ditindaklanjutkan pada tahun 2003 di

Tokyo. Oleh sebab itu, Aceh ditetapkan lagi sebagai Daerah l)arurat

Militerl6 oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekamo Putri pada

tanggal 18 Mei 2003. Kebrjakan ini berhasil melemahkan kekuatan

GAM yang telah menguasai wilayah pedesaan Aceh.

Dalam keadaan seperti ini, konflik Aceh diasumsikan sulit

untuk ditemukan kembali gagasan-gasasan perdamaian. Namun

setelah pergantian kepemimpinan Indonesia oleh Susilo Bambang

Yodhoyono dan Yusuf Kalla pada tahun 2004. gagasan perdamaian

bisa wujud kembali dan akhimva menghasilkan MoU

Walaupun demikian, menurut Huber (2007) perdamaian Aceh-

Indonesia sekarang adalah merupakan hasil daripada usaha proses

perdamaian kedua setelah gagalnya penandatanganan Cessatktn of

Hostilities Agreement (CoHA) pada tahun 2003. Usaha keberlanjutan

Aceh Merdeka [GAM). Sehinga Pemerintah Indonesia menilai SIRA sebagai

sayap intelektual GAM(lCG, 2001: 7)

15HDC adalah Lembaga Non Kerajaaan International' Melalui mediasinya

pada tarikh 12 Mai 2000 di Genewa, Swiss ditandatangani Nota Kesepahaman

ientang leda Kemanusiaan oleh Dr. Zaini Abdullah (Wakil GAM) dan Hassan

Wlraju-di [Menteri Luar Negeri Rl) kemudian pada tarikh 9 Disember 2000

ditandatangani Kesepakatan PenBhentian Permusuhan (Cessation of Hostility

AgreemeniCoHAJ oleh kedua pihak tersebut (Lusia,20L0: 43J

16 Bentuk lmplementasi Darurat militer di Aceh adalah penggelaran

Operasi Terpadu. Operasi ini merangkum empat operasi yaitu: Operasi

Pemulihan Keamanan; Operasi Kemanusiaan; Operasi Penegakan Hukum; dan

Operasi Pemantapan jalannya Pemerintah (Elsam, 2003:81'



-

dialog damai yang dimediasr HDC, yang dilakonkan oleh Susilo
Barnbang Yudhoyono semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator
Politik dan Keamanan di era Megawati pada akhir tahun 2001_2002

Selain itu, perdamaian ini juga merupakan keberlanj utan
komunikasi rahasia yusuf Kalla (ketika menjabat sebagai Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebelum ia menjadi Wakil
Presiden Indonesia era Susilo Bambang yudhoyono) dengan orang-
orang moderat Aceh dan Athisari dari CMI pada awal 2004.

Walaupun demikian, sekarang Aoeh mernang sudah darnai,
tetapi belumlah dapat dikategorikan sebagai perdamaran yang hakiki,
karena MoU Helsinki hanya merupaka n cntr)) p()itt dan roadmap for
pc.tlrtit,u! pal icr bagi pembinaan perdamaian. Ia mesti
dir rnplementasikan secara keseluruhannya supaya perdamaian yang
sebenamya bisa wuj ud secara berkeranjutan di Aceh. oleh sebab itu,
?errerintah Indonesia telah nrengeluarkan satu undang-undang baru
bagr Aceh, yaitu undang-undang Nomor 1r rahun 2006 tentang
Per-nerintahan Aceh (WpA) untuk mempercepat realisasi tuj uan
].lemorandum persefahaman (MoU).

MoU Helsinki dan UUpA adalah merupakan dasar pijakan yang
:: ..r mengarahkan dan menentukan transformasi relasi pemerintah
.-.ceh-Pemerintah Indonesia yang seimbang dalam mengurus Aceh
:agi menjamin terwuj ud keadilan, dan menjarvab permasalahan
kehidupan masyarakat Aceh. Terutamanya adalah masalah yang
:rpandang sebagai akar penyebab (rrot cau.se.s) munculnya konflik
..ernerdekaan tersebut. Dengan dernikian, memungkinkan keadaan
--,-e h pasca konilik menjadi damai positif berkelanjutan.



Salah satu dampak positif dari berlakunya undang-undang

tersebutadalahdemokratisasipolitikdiAceh,yangmembolehkan

individu-non partai mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah

dan wuj udnya partai lokal di Aceh Akibatnya' GAM berhasil

menguasai Aceh Dan kini Pemerintah Aceh adalah 'Pemerintah

GAM,.GAMbersamaSIRAberhasilmenguasaiLembagaeksekutif

(Gubernur/ Wakil Gubemur)r7 pada Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) tahun 2006.

Setelah itu, 66tu1'p4'3 luga telah berhasil menguasai Parlemen

Aceh sebagai satu lembaga Yang stralegisle Pada Pemilu Parlemen

lTSebelum pemilihan Kepala Daerah Aceh, GAM me]akukan musyawarah

fOr"tr'irirt- nirra Aceh bon Sigom Donya) untuk konsolidasi politik dan

[J;;";r##;laut c,i'"'nutTiv"til Gubeinur' Dalam musvarvarat tersebut

terpilih Tgk Nasruddin Bin Ahmid icbasai kand'oat gubernur dan Vunammad

i;";;; i;iili";asai wakil gube':nu' Akdn retapi .rgk Nasruddin

*o.orrnrlrrkan diri {lCG, zooa' S)]'tehinga posisinya digintikan oleh lrwandi

ff'l,tii #fi i;;"'ie""' l,.*' 
"o 

ili\'zar' iasvarakat am, 
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il-1,nva seuaeai

t 
"^i,r.'-t""i,.i 

GAM-dan slRA Pd\angan ini tidak mendapaL sokongan ddri

,,";;;i,i';I,; aAM ruar negeri (k;;,"j* llll jl3"p- 1'::11?:;l:l,f:li;l
elii GAN4 dalaman. Untuk menBhinddri perpecahan' 

^MuzaKrr 
rr

il;;'iiPA ;;;y"takan tidak ikr"lt dalam prui<aoa 2006 secara kelembasaan'

,""oJ o1.ro"U"y, dibolehkan mencalonkan diri secara individu oleh yang

.#;:; i,;;il ri,.ia a"' H"ui aua'ilun pun menvertai PIIKADA 2006'

yang kemudian disokong oleh kumpulan tua'

18GAM telah mentranfonnasikan kekuatan bersenjata kepada kekuatan

siDil, dengan menuf'nt"n rtu-p'ian baru' yaitu; Komite Peralihan Aceh (KPA)

ii^" pl.?i e."r. (PA) sebagai sarana 
"politik' GAI'/I merubah strategi

periuangannya darlpaaa menggut'"t"""niuo kepada menggunakan kotak

Zuaira (from bullet to bollot)

leParlemen Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh' DPRA) sebagaimana

vang telah diamanatkan aat"m Unj"ng-Undang Pemeintahan Aceh (UUPAI

No.l 1.2005, memiliki peranan ,t.ut*gii tiart s;haia daripada-fung,si legislasi

yang boleh menghasilkan p"trlnJ'ng:unO'ngdn sebagai unsur 
'utama 

dalam

'r"a"u"rg"rr" p"litt bugi p"n't"n p"enyeleriggaraan Pemerintah Aceh secara



:-: -:. lL)l)9. Kejal,aan ini tidak saja berarti bagi mereka, tetapi juga

:":i mar orilas masl,arakat Aceh. Oleh sebab itu, kenyataan ini telah

:.;mbarr'a harapan dan peluang baru kepada masyarakat. Semua

: rktor-faklorri' yang telah menimbulkan pergolakan Aceh

rerkepanjangan diharapkan dapat ditulangkan atau dikurangi secara

raksimal supaya konflik tidak rnuncul lagi.

GAM/PA memimpin Aceh adalah bahagian daripada

:::nsformasi politik yang konstruktif bagi transformasi konflik. Akan

'::trpi belum dapat menjamin wuj ud perdamaian di Aceh secara

:. kelanjutanan. Ini karena translbnnasi kont'lik tidak saja

-::hubungan dengan permasalahan politik. Akan tetapi juga berkaitan

::;rgan persoalan sosial, ekouomi, dan budaya. Di samping itu.

:.:.oalan konflik Aceh bukanlah terbatas kepada permasalahan

'sisten dan terukur. Akan tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat
:-roagaan kedaulatan rakyat yang representatif bagi target pencapajan

rasil pembangunan yang langsung dapat menjawab kesejahteraan

" 
rakat (Djafar, 2008: 211J,

:: lVujud pergolakan Aceh adalah disebabkan oleh kekecewaan atas
, ..:aian Hak lstemewa bagi Aceh, ketidakseriusan Pemerintah Pusat
: .sia dalam membangun Aceh dan mensejahterakan masyarakatnya

--::n, et.al., 2003:37). Aceh yang dikenal sebagai daerah modal bagi
-: lndonesia tertingSai dalam pembangunan [Sulaiman, 2000: 4-6:

- .10: 351. Heidux (2005:8-91 Akar penyebab konflik adalah Aceh kaya

-:r'a alam tetapi rakyatnya miskin, pemusatan kekuasaan dan
. - .. :-rak menentukan nasib sendiri, keganasan negara dan kesewenang-
' -: irn ekonomi politik militer. Manakala Aspinal (2006) menyatakan
, . .::nflik Aceh periode GAM lebih disebabkan oleh persoalan
-. .:re Aceh yang mesti dikembalikan oleh Pemerintah lndonesia. Selari

. ' ,- i2008:201) menjelaskan penyebab pergolakan Aceh adalah;
. ::-,:irar identiti politikyang berasaskan syari'at Islam (aspek social,

. ::rr !an politikl, autonomi politik fshanng power) yang ad.il,
' , ,-.:,: r,:daulatan ekonomi dan pembebasan ploitasi, dan

' j- : i:::i: i,I r.r,rrtal-.at Aceh yang menjunjung tinggi hak asazi



GAM. Ia malahan mencakup elemen-elemen masyarakat Aceh

lainnya.

Melihat posisi GAM/PA (selaniutnya akan digunakan istilah

PA atau bekas pejuang GAM) yary sangat strategis dalam strul.1ur

Pemerintah Aceh. Pembangunan dan pembinaan perdamaian pasca

konflik sangat bergantung pada peranan mereka dalam mengurus

Aceh secara efektif dan efesien melalui fungsi-fungsinya bagi

menegakkan keadilan ekonomi, sosial, dan politik' Tanpa keadilan

dalam perkara ini konflik akan muncul semula (Yusuf Kalla' 2010)'

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dengan uang yang

melimpah akibat dari wujud UUPA jika tidak mampu

memberdayakan masyarakat Aceh yang menjamin kesejateraannya

secara berkelanjutan terutama bidang ekonomi' tentu konllik akan

muncul kembali di masa akan datang, apakah konflik vertikal ataupun

kon{iik horizontal.
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BAB II
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1 Konsep pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata "daya", yang berarti kekuatan

atau "kemampuan", yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan

" P ower ". Selanjutnya dikatakan Pemberdayaan alau Empowernent,

sehingga ia memiliki makna proses upaya meguatkan atau

memampukan yang lemah.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai

bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat

Barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan

kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir

bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme,

phenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan

gelombang NeoMarxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan

Sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-

establishment, gerakan populis, anti-struk'tur, legitimasi, ideologi

pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat

dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh

abad ke-20, alau yang dikenal dengan aliran post-modemisme,

dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-

sistem, anti-struktur dan anti-determinisme yang diaplikasikan pada

dunia kekuasaan (Widayanti, 2012). Sementara terminologi

pemberdayaan masyarakat (people empowerment) mtiai dipopulerlan



di Indonesia sejak tahun l9g0_an. pada mulanya lebih dikenal dengan
program-progmm pemberdayaan yang dilaksanakan oreh lembaga
srvadaya masyarakat atau lembaga non pemerintah (NGO), namun
kini ia telah menjadi satu konsep pemberdayaan masyarakat untuk
mengurangi tingkat kemiskinan yang diadopsi oleh lembagaJembaga
pemerintah.

Hampir semua departemen/lembaga pemerintah non depar_
temen memiliki program perberdayaan masyarakat atau konsen
dengan 'isu' memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam
Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Hal sepe(i ini juga berlaku di
trngkat daerah provinsi dan kabupaten,,liota.

Namun demikian. dengan tafsir yang berbeda terhadap konsep
pemberdalaan, pelaksanaan program pemberdayaan telah melum-
puhlian masyarakat menjadi lebih tak berdaya untuk mandiri, artinya
:rogram pemberdayaan lebih menarnbah tingkat ketergantungan
masyarakat pada bantuan pihak lain (Muflich, 2006).

Menurut prijono, S. Onny dan pranarka, A.M.W (1996)
pemberdayaan merupakan proses penguatan individu,individu atau
nasl'arakat supaya rnereka berdaya. Mendorong atau memotivasi
:-'ereka agar mernpunyai kemampuan atau keberdayaan dalam
::cnentukan pilihan hidupnya. pembertlayaan dapat dikatakan sebagai
iroses dan tu.juan. Sebagar proses pemberdayaan merupakan
.erangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah
::iam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk
::err u-1,cllinn perubahan sosial yaifu membuat masyarakat atau..:.onpok serta indivtdu menjadi cukup kuat dalarn berpartaisipasi



untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik'

ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan

pembangunan yang berdasark an arzns kerakyatan Dimana segala

upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat' Oleh sebab

itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partaisipasi masyarakat

dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga

tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok

masyarakat yang terorganisir Q'iugroho, 2001)'

Menurut Arbi Sanit (1998) perberdayaan adalah upaya men-

transformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan'

melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka

di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal tni' penguatan ekonomi

dipandang sebagai langkah awal atau dasar' di samping pematangan

budaya dan pemantapan agama untuli memberdayakan masyarakat'

Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta

penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan

kekuatan negara.

Menurut Basyid, pemberdayaan masyarakat tidak saja

dilakukan melalui pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial

budaya yang dapat merangsang perubahan sikap, penlaku dan pola

kerja. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka peranan

pemerintah dapat dilakukan antara lain tnelalui; (1) penyediaan sarana

prasarana fisik, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik

untuk mendukung sektor pertanian dan lingkungan usaha (2)

Fasilitasi percepatan pembangunan di wilayah pedesaan (3) Fasilitasi



:r::rrenn (an iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan
,.:-:;ran ekonomi msl,arakat serta investasi. (4) penerapan berbagai

:.- .: pemberdayaan masyarakat petani.

\{enurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan
::rran cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek

-.am perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program

:cnberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat ditakukan secara

:.-:.raisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan

:-::r atas dalam merumuskan program, pendekatan dengan

-.:pertim-bangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan
: ::rggunakan agen pembaharu atau tenaga pendamping.

1.2 Pemberdayaan setragai proses pembangunan masyarakat
Tenninologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat

,-.:t dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pemba.ngunan

. r:r_g-orang itu sendiri disatukan dengan usaha_ usaha pemerintah

--::k memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat,

-::'. atukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa,
*- ::mungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh
-- !.:xajuan nasional (Subejo dan Iwamoto Noriaki, 2003)

)alam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut
( :-i :rmpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu

:.: - j::::3n Yang serupa. Bartle (2003) rnendefinisikan communi7)

.- ":. ,:r sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin
. -r :. :::.: kuat Ini tnerupakan suatu perubahan sosial dirnana



masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collecrive

power meningSat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada

organisasinya. Meskipun belum ada kesepahaman dan pengertian

yang baku tentang pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum

juga dikenal dengan community empowermenr, nampaknya cukup

penting dan berguna untuk mengadopsi pengertian pemberdayaan

masyarakat yang dirilis oleh Tim Deliveri (2004) sebagai salah satu

acuan, yaitu:

Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk

memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya

sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat

sebaik mungkin. Proses tersebut menerrpatkan masyarakat sebagai

pihak utama atau pusat pengembangan lpeopl€ (D- conlmunitv

centered development).

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat

merupakan proses untuk rremfasilitasi dan mendorong masyarakat

agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi

pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk

mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan

masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan s stu inable developtnent

dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasayarat utama

serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa

masyarakat menuj u suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan

ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara

lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

{



r-

'.::.: -r upar a pemberdat,aan, warga masyarakat didorong agar

:::rlrki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang

:::llikinra secara optimal serta terlibat secara penuh dalam

- 
"'kanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat

:.1!an,\ustainable devekrymenf disajikan dalam pemberdayaan

^.ls\arakat sebagai salah satu tema senlral dalam pembangunan

-.:rarakat seharusnya diletakkan dan djorientasikan searah dan

, :ngkah dengan paradigm baru pendekalan pembangunan.

Paradigma pernbangunan larna yang bersifat top_tlown perlu

- :!)rientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan
- =srarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau

:i Chambers dalarn Anholt (2001 ) sering dikenal dengan semboyan
' ..: r he /urmers ./irst" .

Paradigrna pembangunan yang baru berprinsip bahwa
" : -. rangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas
-.::.rtl dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat,
- .,..rrakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam

. - -rxhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya,
- -,-r pemilikan serta penguasaan aset infrastruktumya. Dengan

. - -: -iu jarninan bahwa distribusi keuntungan dan manfaat yang

- - - -.Jl bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakan

-. - -.- ::ih kokoh.

: t:.i{ penring dalam suatu prograrn pemberdayaan masyarakat

- -.- - ' : - ::iirn r ang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu
' - : ..j:-:xhan dasar masvarakat, mendukung keterlibatan
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kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun

dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal

memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan keter-

gantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah,

lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak

lainnya), serta berkelajutan.

Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam bentuk

dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnl'a dalam proses

fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap

penting. Komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam

bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam

proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap

penting. Sesuai dengan visi Communit\) linpov'erment for Rttral

Development (CERD) yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri,

pemberdayaaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi

masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola

pembangunan di desanya secara mandiri' berkesinam-bungan dan

bebas dari kemiskinan.

Sekarang saatnya untuk mengrmplementasikan kebijakan-

kebij akan baru tersebut dengan tetap diiringi dan dipantau oleh tim

monitoring dari pihak terkait untuk menjaga pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dengan tuj uan memandirikan masyarakat

sesuai yang dicanangkan sejak awal. Proses pemberdayaan

masyarakat yang efisien akan rneningkatkan kesesuaian program

pembangunan keberlanj utan karena masyarakat mempunyai rasa

memiliki dan tanggung jawab.



F

l. -i lr.ebijakan dan Strategi pengentasan Kemiskinan
i-i.1 Konsep Kebijakan

rebi jakan (por t c.t, ) ad,arah sebuah instrurnent pemerintah, bukan
, : dalam atli goverrunent yang hanya menyangkut aparatur negara,

-:.arnkan pula governance yang ntenyentuh pengelolaan sumber
-. . a publik. Kebijakan pada rntinl,a merupaLan keputusan keputusan

' 
-- - . lean dan pendistribusjan sumbc,r daya alam, finanstal dan

- - _. Jemi kepentingan publik yaitu rakyat banyak, penduduk.
- -.-:ril atau warga negara.

.--DUakan rnerupakan hasil dari adanya sinergi, komproml atau
*'.-- kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan
:--: ruan-kepentingan yang mewakili sistem politik suaru negara
. - .: -,. 201 1 ). Sementara Winamo (2007) mengatakan kebijakan
" -.- _rrah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

- :alam mengatasi suatu masalaah atau persoalan. Berdasarkan
'r -:-jt3 detinisi di atas kebijakan yang dirnaksud dalam penelitian
' , - . :h serangkaian ide atau gagasan yang tersusun yang dijadikan
'--. pedoman acuan strategi dan kerangka tindakan yang

- , -r.:\an sebagai roaclmap pemerintah dalam melakukan kegiatan
' - - ::tgunan.

i,'nruk itu, kebijakan tidak dapat berjalan dengan sendirinya
memerlukan usaha para pengambil kebijakan untuk

' - -. ::limen-tasikannya. George C Edwar III mengmulkan bahwa
,- ...-:: dapat dijalankan melalui empat unsur yaitu komunrkasi,

disposisi dan struktur birokrasi (In<iiahono, 2009)
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4.

1. Kornunikasi, setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan

baik jika komunikasi yang dijalankan efektif antara pelaksana

program dengan para kelompok sasaran.

Sumber daya, setiap kebijakan harus didukung oleh sumber

daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber

daya finansial.

Disposisi, implementator kebijakan harus memiliki karal(er

jujur, komitmen dan demokratis.

Struktur birokasi, kerangka ke{a dan strukur organisasi

pelaksana mudah dipaharni, tidak berbelit, panjang dan

komplek. Struktur organisasi juga harus menjamin adanya

pengambilan keputusan secara cepat atas kejadian di luar

kebiasaan.

2.3.2 Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya

Secara etimologi kemiskinan dapat berarti tidak memiliki harta,

berpenghasilan rendah dan serba kekrrrangan dalam memenuhi

keperluan hidup. Oscar Lews dalam Antjok (1995) menyatakan

kerriskinan adalah penderitaan ekonomi dalam enam bentuk, yaitu;

(1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk

keuntungan, (2) pengangguran dan pengangguran tenaga skil (3)

upah buruh rendah (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan

rendah dalam meningkatkan status sosial (5) sistem keluarga

bilateral dan (6) masih kuatnya perangkat nilai-nilai kelas dalam

masyarakat miskin.
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Adapun penyebab kemisikinan menurut Selo Suma4an (1977)

"',lah disebabkan oleh tiga faktor. pertama faktor individual, yaitu
-orang miskin karena tidak memiliki modal financial, rnodal
\3trampilan (skil), tidak memiliki jiwa usaha dan semangat untuk
:aju serta tidak mendapat kesempatan pendidikan. Kedua, faklor
.:ruktural yaitu miskin yang tercipta dari sistem pengelolaan sumber

"ra yang tidak tepat baik sumber daya manusia maupun sumber
'.i a alam.

Dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan
" -':jrusan dan tidak mendapatkan akses kepada sumber daya secara
:t-i Ketiga, faktor budaya yaitu rnasyarakat fidak memiliki
:,:Dngan sosial unfuk menggali sumber daya yang rnelitrpah.
'-"t dan budaya menjadi penghambat untuk melakukan perubahan
...:ah kehidupan yang lebih baik.

Ada tiga strategi untuk mengentaskan kemiskinan menurut'--:-m (1999) yaitu; pertumbuhan melalui integrasi ke dalam
:r::{onomian pasar bebas (2) tatanan perekonomian baru dan (3)
:'. - rangunan mandiri dengan melihat kekurangan rantai_rantai

: - .kinan.

Sedangkan Antjok (1995) merumuskan empat sffategl
:r- -:.nrasan kemiskinan, yaitu; (l) kebijakan yang menguntungkan*-, 

. ::akat misl,-in, terutama harga produk pertanian yang mernadai
r.--: -luang kerja, (2) investasi pelayanan dalam bidang- -;j:--,!.:trr t-isik dan sosial, (3) penyedian teknologi bagi si miskin,
- :.::-: kelembagaan yang efektif, seperti NGO dan konsultan
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yang memberi pelayanan untuk meningkatkaa produktifitas keda

dan kualitas hiduP.

Sementara Dalle Daniel Sulekale (2008) menyatakan upaya

penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi

daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu "berikan pel"a'g

kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah

mereka secara mandirl'. Para pembuat kebijakan tidak melakukan

kontrol yang mematikan inisiatif maupun partaisipasi penduduk

miskin.

Disamping itu dibutuhkan pendampingan yang membantu

mendorong tumbuhnya partaisipasi penduduk miskin dalam proses

pembangunan di lingkungannya, dan penguatan kemampuan

kelembagaan penduduk miskin dengan pelati}an dalam satuan

kelompok-kelompok penduduk miskin benhrkan mereka'
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BABIII

PEMBERDAYAAN MASYARA'KAT MELALUI

KOMODITI KELAPA SAWIT

3.1 Kelapa Sawit

Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika, kemudian banyak

berkembang di Amerika dan Asia Tenggara (Adams' 2011) Secara

usia kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman tahunan la

merupakan komoditas andalan untuk ekspor non migas Indonesia

merupakan negara pengekspor kelapa sawit terbesar' kemudian

disusul oleh Malaysia dan Papua New Guinea (Portal Nasional

Republik lndonesia, 20 1 0).

Pemanfaatan kelapa saivit lebih populer digunakan sebagai

minyak nabati yang dihasilkan dari daging buah dan perasan biji'

Kelapa sawit memiliki nilai konsumtil dan nilar ekonomts' Minlak

kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak

diperdagangkan di dunia, produksinya menempati tingkat pertama

minyak nabati yang rnencapai sekitar 45 juta ton (Adams' 2011)' dan

menempati urutan kedlra dari minyak nabati yang paling banyak

dikonsumsi oleh masyarakat setelah minyak kedelai'

Saat ini Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit mentah

terbesar kedua di dunia' dengan menguasai 42'8% produksi CPO

dunia yang berjumlah 36,87 ton Provinsi Aceh' yang terletak di

bagian barat lndonesia, memiliki iklim dan topografi yang sangat

"ideal" bagi penggarapan kelapa sarvit' Dikarenakan perjuangan

kemerdekaan yang berlangsung selama 30 tahun di daerah ini antara



rhak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, hal
:ersebut menjadikan suatu situasi yang tidak menentu dan kondisi
ieamanan yang berbahaya, potensi ini belum sepenuhnya
rereksploitasi hrngga saat ini.

Kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami
pada bulan Desember 2004 yang kemudian disusul oleh proses
perdamaian antara dta pihak yang bertikai, provinsi Aceh mengalami
kebanjiran bantuan yang berjumlah US$6,1 juta. Bantuan tersebut
:dalah untuk membantu perbaikan sektor pertanian, tennasuk
-.roduksi kelapa sawit (Firman dkk, 2007).

Bertahun-tahun, pemenntah di Aceh memitiki rencana untuk
perluasan dan mendorong investasi di seklor kelapa sawit; sekarang
rni dengan adanya bantuan yang berlimpah tersebut serta ketersediaan
sumber daya rainnya tentu saja akan sangat membantu dalam

-laksanaan rencana-rencana yangpemah ada.

Potensi kontribusi kelapa sawit yang mungkin diperoleh untuk
perekonomian lokal bukanlah hal yang perlu diragukan. Tetapi, kelapa
.arirt memiliki dampak terhadap sosial, lingkungan dan ekonomi
, ang be4'alan beriringan dengan perluasan perkebunan yang cepat.

JJ Potensi sawit dan pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

:konomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Ini mencerminkan

=radigma baru pembangunan yakni yang bersifat people - centred,
:,;,tutcipatory, empowering, and suttainable Konsep ini lebih luas
}: han)a semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (bastc need)



atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan

lebih lanjut {saJbty net), yang pernikirannya belakangan ini banyak

dikembangkan sebagai upaya mencari altematif terhadap konsep-

konsep pertumbuhan dimasa yang lalu (Chambers' i995)'

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan' menswa-

dayakan, memaldirikan, memperkuat posisi tawar menawal

masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di

segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko' 2002)'

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri

masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat

yang tergantung pada pembenan pihak luar seperti pemerintah'

melainkan sebagai posisi sehagai obyek (agen atau pa(aisipan vang

bertindak) yang berbuat secara mandiri'

Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jarvab

negara. Pemberian layanan publik (kesehatan' pendidikan'

perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu

merupakan tugas (kewajiban) negara secara gi)'efl' Mas-varakat 1'ang

mandiri sebagai partaisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas

mengembangkan potensi kreasi-kreasi, mengontrol lingkungan dan

sumberdaya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri' dan ikut

menentukan proses politik di ranah negara Masyarakat ikut

berpartaisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro

Eko,2002).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mernampu-kan dan

memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan' keterbe-

lakangan serta ketidakberdayaan Kemiskinan dapat dilihat dari
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"..-i:ir'2r61 penurunan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak.
s.:buruhan dasar tersebut mencakup pangan, pakaian, papan,
ie-hararL pendidikan dan transportasi.

Sedangkan keterbelakangan misalnya produkivitas yang
:endah, sumberdaya manusia yang lemah terbatasnya akses pada
:anah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat
kuat, melemahnya pasar_pasar lokaVtradisional karena dipergunakan
:rntuk memasok kebutuhan perdagangan intemasional. Dengan kata
,lin masalah keterbelakangan menyangkut struklural (kebiiakan) dan
r.rltural (Sunyoto Usman, 2004).

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak
:lemen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
sers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil,
erau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokasi pemerintah
:entu saja sangat shategis karena mempulyai banyak keunggulan dan
r;kuatan yang luar biasa ketimbang unsur_unsur lainnya.

Selain itu pemerintah mempunyai dana, aparat yang banyak,
kenenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk
memberikan layanan publik dan iain_lain. proses pemberdayaan bisa'lerlangsung 

lebih kuat, komprehensif dan berkelaajutan jika
rerbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang
drdasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Sawit mempunyai potensi yang sangat besar untuk
:emberdayaan ekonomi masyarakat apalagi mendapat dukungan dari
3merintah. Dalam kasus Aceh rnisalnya setelah pefanjian damai
.L::--ara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),
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Pemerintah Aceh membuat salah satu program pemberdayaan

masyarakat korban konflik dan martan pejuang GAM dengan

pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah mendukung secara financial mulai dari pembersihan

lahan, penaraman, peralatan hingga ke pemupukan. Masyarakat tentu

menyambut baik program semacam ini, karena yang diuntungkan

juga masyarakat. Apabila umur sawit telah mencapai masa panen

(.r 4 tahun) masyarakat bisa memanennya dalam sebulan dua kali

atau lima belas (15) hari sekali, tentu hal ini sangat membantu

ekonomi masyarkat.

Mengingat besamya potensi sawit rmtuk pemberdayaan

ekonomi Pemerintah Aceh telah menerapkan program pemberdayaan

masyarakat melalui komoditi kelapa sawit ini di berbagai

kabupaten di Aceh, antara lian di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen,

Sigli, Aceh Barat dan Aceh Tamiang. Selain mudah dari segi

perawatan, kelapa sawit juga bisa diintegrasikan dengan tanaman

muda lainnya pada saat umur sawit 0-3 tahun. Jika umur sawit

telah mencapi lima tahun juga bisa dilepaskan hewan temak

seperti kambing dan lembu sehingga dapat dikatakan potensi sawit

untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat besar.
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3.3 Peta pemanfaatan kebun kelapa sawit mantan kombatan

GAM dan masyarakat korban konflik

Asnawi, dkk (2013) menyebutkan bahrva Aceh Timur memiliki

lahan perkebunan sawit produhil' scluas 16.57i Hazr dengan

produksi 136.651 ton (perkebunan besar) dan Perkebunan rakyat

dapat menghasilkan 30.491 ton pertahunnya. Luas areal sawit rakyat

Aceh Timur tahun 2013 yaitu 19.85i,50 Ha yang tersebar di 24

Kecamatan (BPS Aceh Timur, 201 4).

Luas areal kelapa sawit bantuan untuk mantan kombatan GAM

dan korban konflik di Aceh Timur sekitar 3.726 Ha, yang tersebar

pada 23 kecamatan dengan keterlibatan petani sebanyak 3.40g orang

tDokumen Laporan Dinas Kehutanan dan perkebunan Aceh Timur,

lul-+). Hanya satu kecamatan saja yang tidak mendapat bantuan

untuk pengembangan kelapa sawit yaitu kecamatan Sirnpang Jemih.

Sebanyak empat kecamatan yaitu Indra Maknur, Rantau

?eureulak, Peureulak dan Peureulak Barat mendapat bantuan lebih

lari 400 Ha. Yang paling kecil perolehan bantuan kelapa sawit dari

Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui pemerintah Kabupaten

.\ceh Timur yaitu Kecamatan Serbajadi, Darul Falah, Banda Alam,

.di Rayeuk dan Darul Ihsaa yaitu kurang dari 50 Ha.

Jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit

::krat di Kabupaten Aceh Timur, jurnlah bantuan kelapa sawit yang

::berrkan untuk mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik adalah

:1 Jumlah ini berbeda dengan yang
-. : rii studi dokumen Dinas perkebunan
, - -y8 Ha.

didapatkan oleh tim peneliti ini
20i4, di nlana Iuasnya mencapai



mencapai 18,8 %. Besamya bantuan yang diberikan oieh pernerintah

untuk setiap orang adalah rata-rata seluas 1'1 Ha'

E r!$iai,.'o

I [a!]aru1.50Fa

El rar aia'sx loo ri

@ [a5hrui:150 2cc Na

E |is hu.: lco 150fa

tr fuas aiar i1]i-?50 Na

@ [as iar'ai ] 400 fa

Gambar 3.1: Peta Areal Sawit Bantuan untuk Mantan Kombatan

GAM dan forban Konflik setiap Kecalnatan di Aceh

Timur

Menurut Nasruddin Abubakar' niantan Wakil Bupati Aceh

Timur Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 telah

berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mantan kombatan GAM

dan korban konflik, melalur bantuan Kementerian BUMN l-uas areal

yang direncanakan sebesar 15 000 Ha atau senilai 2 milyar

(Wawancara, 17 Mei 2014) Namun program tersebut tidak dapat

direalisasikan, karena ketidaksiapan Pemerintah Aceh Tirnur dalam

memenuhl persyaratan administrasi ketika itu (Aceh Timur belum
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:nemiliki data yang akurat tentang kelompok penerima manfaat,

sementara lahannya sudah ada).

Sebenamya pada awalnya Koperasi Bina Nanggroe sudah

menyediakan data lahan dan kelompok yang dibutuhkan yang sesuai

dengan rencana kegiatan dan relatif valid, namun oleh Muslem

Hasbullah (Bupati Aceh Timur ketika itu) rnenolak Koperasi Bina

Nanggroe dan mengusulkan koperasi yang lain. Kedua kelompok ini
mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Sehingga sampai akhir jabatan pemerintahan Muslem dan

Nasruddin, program bantuan yang direncanakan tersebut tidak jelas

realisasinya. Padahal jika program pernbertiayaan tersebut berjalan,

rnaka sangat positif dampaknya bagi proses pemberdayaan

masyarakat di Aceh Timur ke depan.

Namun demikian, menurut Nasruddin pemberdayaan melalui

pemberian lahan dan banfuan penanaman sawit sangat bagus, akan

tetapi program tersebut juga berdampak pada kemunduran tingkat

keativitas penerima untuk mengembangkan diri mereka karena

terbiasa dengan hanya menerima bantuan yang dapat meningkatkan

ketergantungan masyarakat kepada bantuan.

Perilaku masyarakat yang demikian itu, bantuan yang diberikan

hanya berdampak positif dalam jangka pendek. Di mana masyarakat

penerima bantuan akan cendrung menjual apa yang mereka dapatkan.

Seharusnya kebijakan pemberian bantuan untuk pernberdayaan harus

lilakukan dengan pemberian kapasitas penerima melalui pemberian

:endidikan dan pelatihan serta membangun kapasitas masyarakat
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supaya mereka mengannggap bahwa program bantuan dapat

bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara menurut lbrahim, Kepala Tata Usaha, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Timur

mernpunyai lahan sekitar 115 Hektare yang dimanfaatkan untuk

penanaman sawit oleh masyarakat. Lahan tersebut dikelola dengan

sumber dana reguler untuk pembukaan lahan dan penanaman sawit.

Akan tetapi terdapat satu kendala, yaitu masalah koordinasi antara

Dinas Perkebunan Aceh Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi

Aceh dalam pelaksanaannya (wawancara, 17 Mei 2014).

"Pernerintah Provinsi sudah mendesain progamnya

sedimikian rupa, tetapi tiba+iba disuruh buat Rencana

Usulan Kebutuhan Kelompok (RUKK) kepada Dinas

Perkebunan Aceh Timur. Kami tidak mau buat, karena

untuk apa kita buat rencana usulan, semua barang sudah

ada, lokasinya sudah jelas. Biasanya pihak dinas (Provinsi)

menluruh dinas kabupaten untuk membuat usulan, tetapi

formalitas saja dari kami. Akibatnya kami tidak mau, kami

suruh sosialisasikan sendiri ke masyarakat. Makanya

kenyataan ini agak rancu, kabupaten yang punya lahan,

provinsi buat program sendiri tanpa memberitahukan

progam ke kabupaten".

Beliau melanjutkan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2012,

ada lahan di Julok dan Pante Bidari, luas areal 100 hektare, dan

pengelolanya (diketua oleh si Baret). Masyarakat korban konflik dan



r.nantan kombatan mengusulkan bantuan langsung ke dinas provinsi,
namun mereka tidak menyebutkan secara terperinci identitas mereka
apakah mereka korban konflik atau kombantan.

Akan tetapi kedua kriteria tersebut ada sama mereka
lpenguus koperasi). Mereka bukan hanya mengusulkan bantuan ke
drnas, tetapi ada juga di antara mereka yang mengusulkan bantuan ke
Dewan Provinsi (anggota DpRA) untuk mendapatkan dana ,aspirasi,

dervan. Dalam pe4alanannya, sebahagian mereka ada yang
mendapatkan bantuan (dari aspirasi dewan), tetapi juga tidak
diberitahukan ke dinas kabupaten, mereka mengurus sendiri
iangsung ke Banda Aceh, tidak melibatkan Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Aceh Timur, padahal areal lahan yang diusulkan berada
Ji dalam kawasan Aceh Timur. OIeh sebab i1u, dapat kami katakan
rahwa areal lahan sawit untuk kombatan di Aceh Timur sudah ada

Selain itu, pada tahun 2010 lrwandi (Gubemur) juga
remberikan bantuan pembukaan lahan clan penzrnaman sawit seluas

- , Hel(are, yang berlokasi di Bukel Makrnur Julok Aceh Timur.
;rkordinir oleh si Mamplam. progranr ini didarnpingi oleh pak
:.sarudin2z dari Dinas perkebunan Aceh Timur. Berdasarkan
.::\ataan ini, menjelaskan bahwa di Aceh Tiinur telah diberikan
--::.:an unruk kelompok miskin, yang terdrri dari korban konflik
--- ::;nlan kombatan GAM.

pegawai pada Unit penselola
dari Dinas Perkebunan "Aceh
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Mereka umumnya ketika memohan bantuan mengatasnamakan

Komite Peralihan Aceh (KPA) / Partai Aceh (PA)23, sehingga pihak

dinas harus berusaha membantu kelompok mereka. Bahkan sampai

hari ini yang paling sering datang ke kantor untuk minta

bantuan/proyek adalah orang KPA,trA, sementara masyarakat biasa

jarang sekali datang ke kantor.

Namun demikian, jumlah areal lahan sawit yang disebutkan di

atas tidak diperuntukkan secara khusus kepada mantan kombatan

GAM dan masyarakat korban konflik, tidak terlihat secara jelas

terpisahtan dari areal sawit masyarakat lainnya, karena semua

masyarakat menganggap dirinya korban konllik. Seperti diutarakan

oleh masyarakat dalam Fokus Group Diskusi berikut.

"Jangan ditanya berapa jumlah korban konflik yang menerima

bantuan dan anggota koperasi. Semua masyarakat Aceh,

khususnya kami di Aceh Timur adalah korban konflik,

termasuk guru dan kebijakan. Ketika konflik berlansung di

Aceh jika ada masyarakat yang tidak merasa dipukul oleh

aparat keamanan dianggap bukan sebagai orang Aceh, bahkan

merasa ma.lu karena dianggap tidak melawan pemerintah

Indonesia yang dinilai seperti penjajah ketika itu (FGD,28

September 2014):

Supaya program penanaman sawit yang dilaksanakan berjalan

lebih efektif, Pemerintah Aceh Timur telah membangun saru sistem

23 Kedua or8anisasi ini merupakan organisasi sipil dan poltik GAM
setelah perjanjian perdamaian sebagai bentuk nyata transformasi GAM.
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layak untuk dibantu. Namun sebelum bantuan diberikan, kelompoksasaran terlebih dahulu diberikan pelatihan dan penyuluhan
pertanian, selanjuntnya dilakukan pendam_pingan secara berkelan-jutan. program ini akan dilaksanakan di Kecamatan peunaron, lndraMakrnu, Birem Bayeun, Ranto perlak dan Ranto seulamat.

Walau bagaimanapun, pada saat ini terdapat lima permasalahan
utama yang dialami oleh para rctani sawit di Aceh .l.rmur, 

yaitu:pertama, hama gajah dan hama wereng. Kedua, jalan rnenuju kelokasi sawit sangat suka

pupuk yang tiaat m"muJ 
untuk diakses Ketiga' ketersediaan

mahar, kadang-0"0",rr",.0,j,1ffi 1;*'" 
tapi harganva

Keempat, kualitas produksi buah sawit menurun akibat
dari serangan hama dan kur
tidak rrkontrol, u"*rr-*":;t' r;J;"X;' ;";::'::rJ:' #mencapai Rp 500 (wawancz

Septernber 2014r, 
t'u dengan mukhlis' petani sawit' 29

3'-l Pem bertlayaan ekonomi mantan GAM <Ian korban konflik
Pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik.:lah dilakukan sejak tahun 2006 dalam berbagai bentuk bantuan,r::k ekonomi maupun sosial. Namun untuk ekonomi produktif--: .:lui pertanian khususny.a sarvit dirnuiai pada tahun 2009.
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Jumlah kecamatan yang menerima banfuan penanaman kelapa

sawit pada tahun 2009 yaitu 6 kecamatan dengan total luas 1100

Ha dan jumlah petani 590 orang. Kecamatan-kecamatan yang

mendapatkan bantuan pada tahun 2009 adatah; Idi Tunong, Indra

Makmur, peureulak, Perlak Barat, Ranto Peureulak dan Ranto

Seulamat.

Menurut Ahmadi Mustafa, S. PdI (Ketua BP2A) Aceh Timur

bahwa pemberdayaan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) dan masyarakat korban konflik di Aceh Timur dilakukan

dalam berbagai macam cara antara lain (wawancara dengan

Ahmadi Mustafa, 15 Juli 2014):

i. Pada tahun 2006-2011 banruan rumah yang sudah jadi

4. 100 unit rumah.

2. Pada tahun 2007 - 2009 ada bantuan diat yang diberikan

oleh pemerintah kepada para kombatan GAM dan korban

konflik sebesar Rp 3.000,000 -

3. Pada tahun 2007 - 2009 juga ada bantuan untuk orang cacat

akibat konfliksebesar Rp. 10.000000.-

4. Pada tahun 2009 ada bantuan mukena dan sajadah kepada

teungku dayah.

5. Pada tahun 2010 ada pelatihan perbengkelan untuk 20

orang peserta yang dipilih secara professional dan selesar

pelatihan diberikan modal usaha sebesar Rp. 25.000 000 -

6. Pada tahun2011-2013 ada bantuan becak sebanyak 13 buah.

7. Pada tahun 2012 bantuan Tugu Perdamaian didirikan di

Jalan Medan Banda Aceh Kecamatan Darul Aman ldi Cut.
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8. Pada tahun 2013-2014 ada bantuan .lamr.nan sosial sebesar Rp.
3000.000_ setahun dan telah melayani sebanyak 200 orang.
Namun .jika dilihat dari jumlah mantan kombatan GAM

dengan realisasi bantuan rasronya masih sangat kecil. Hal ini
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1berikut. Berkaitan dengan
pemberdayaar ekonomi melalui komoditi sawit, masyarakat penerima
bantuan di sektor perkebunan sawrt saat ini mulai tersenyum
menyongsong masa panen.

Penduduk Aceh Timur yang menerima bantuar sawlt sangat
serius dalarn mengelola sawit bantuan APBA 200g, saat ini sedang
bersiap menyongsong masa petik tandan sawit untuk dirupiahkan
(Tabloid Tabangun Aceh, 201 I ).

Menurut infonnen yang diwawancarai bahqa progam bantuan
sawit sangat membantu peningkatan perekonomian mereka da.lam
memenuhi keperluan sehari-l

dan masyarakat sekitamya'ir;l,J,l'Tlrrffffif ,J;terbatas dan ti<lak mejebihi. Sebagar.mana yang dikatakan oteh Hasbi(ayek) bahwa:

"Dengan adanya program bantuan sawit dari pemerintah Aceh
Timur dan pemerintah provinsi perekonomian mantan
kombatan dan korban konflik sangat terbantukan. Kondisi sawit
kami sudah masuk tahap produksi dengan jumlah 2.5 ton
perhektar per 15 han. penghasilan dari kelapa sawit perbulan
rata-rata perheklar mencapai Rp. 1.000.000.-. Dan para
pemuda dan masyarakat sekiur juga memperoleh pendapatan
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perhari dari beke{a sebagai pendodos dan pengangkut

sebesar Rp.200.000,- per hari perorang,'.

sawit

Tabel 3.1: Jenis dan jumlah bantuan yang diberikaa kepada GAM

NO KATEGORI JI]MLAII SATUAN KET

I DATA TISUI,AN
KE BP2A PUSAT

Data Mantan
Kombatan GAM
(T'NA) 5,148 Orang

Masih Tahap
Usulan

Data Tapol/ Napot
367 Orang

Masih Tahap
Usulan

Data Janda Dan
Anggota Waris
GAM(TNA) 1,33s Orang

Masih Tahap
Usulan

Data Jaminan
Sosial Bagi
Mantan Kombatan
GAM(TNA)

1,s70 Orang
Masih Tahap

Usulan

DataDiyat
4,344 Orang

Masih Tahap
Usulan

DataRumah
Dibakar/ Dirusak
AkibatKonflik 4,8s4 Orang

Masih Tahap
Usulan

Data Cacat Berat/
fungan Akibat
Konflik 8,718

Orang
Masih Tahap

Usulan

)
REALISASI
BANTUAN
DALAMTAEUN
2013

Bantuan Rumah
Bagi Mantan
Kombatan GAM
(TNA)

25
Unit 75,000,000
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Banfuan Jaminan
Sosial Bagi
Mantan Kombatan
GAM TTNA)

200 Orang 3,000,000

Bantuan Anak
Yatim Korban
Konflik t0 Orang 200,000

Danruan Sepeda
Motor Modifikasi
Merk Honda Bagi
Penyandang Cacat
Akibat Konflik

6
Unit

Sumber: Dokumen Bp2A Aceh Timur, 2014

Selain itu, dampak positif terhadap keamanan juga menrngkat,
dimana tingkat kriminalitas menurun, kalau kita parkir motor di
depan rumah tidak hilang lagi. Dernikian juga buah sawrt sudah
tidak hilang karena semua

ini mungkin juga disebabkan 
uda sudah punya keria sendiri. Hal

dapat menambang minyak ::::::iff:i':H:'::.,:::::
manual/tradisional. Sehingga semua pemuda ada kegiatan masing_
masing unfuk meningkatkan perekonomian mereka.

Keberhasilan bidang sawr.t meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan bidang
lain para pengelola sawit. Rata-rata petani pengelola kebun sawit
sudah memeliki kenderaan sendiri (motor) bahkan di antara
mereka ada yang sudah memiliki kenderaan roda empat (mobil).
Peningkatan kesejahteraan j uga dapat dilihat dari kondisi runah
masyarakat di Desa tersebut. Kondisi rumah yang ada sekarang



sudah layak huni dilihat dari segi iuas dan konstruksi bangunan'

Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 5.3 Kondisi rumah petani sawit di Aceh Timur
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Senada dengan kenyataan di atas, informen pada lokasi lainnya
juga mengatakan hal yang serupa ba-hrva rnelalui bantuan tanaman
sarvit tingkat pendapatan masyarakat rneningkat, dirnana biaya
pendidikan anak-anak sudah telpenuhi. Dengan adanya panen sawit
ini kebutuhan rumah tangga dan jajan anak-anak su<lah tidak repot
lagi. Jika pun belum datang masa panen, mereka mudah mendapat
pinjaman dari toke, karena sumber bayamya sudah jelas. Salah
seorang informan berinisial M.A dalarn Fokus Group Diskusi
menyatakan bahwa:

"Sekarang jika anak kami mau jajan petik aja satu hndan
sawit jika diiual ada uang 50 ribu sudah cukup untuk dia.
Kalau perlu uang untuk beli ikan tinggal petrk satu
tandan sudah mencukupi untuk membeli satu kilogram
ikan basah (FGD, di Seuenubok Buya, 28 September 2014),,.

Tingkat pendapatan mantan kombatan GAM dan korban
konflik dari usaha perkebunan sawit program bantuan pemerintah
rata-rata sebesar Rp. 1.755. 547,_ perbulan. Tingkat pendapatan
tersebut diperoleh dari produksi kelapa sawit yang baru berumur
4-5 tahun. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
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Tabel 5.4: Rata-rata Pendapatan Petani dari Bantuan Sawit per Bulan

di Kabupaten Aceh Tirnur Tahun 2014.

No Kecamatan

lumlah

Petani

{orangl

[Jas

tahan

(H4

Luas Lahan

perpelani

(Ha/orang)

HasilSalvit

{(c/H4{')

HasilSawit

perPetani

{Kg/orang}

Pendapatan

lRp/orang)

t diTunong 93 154 1.1 800.00 1,000.00 1,324,711.18

2 hdra [4akrnu ?50 500 2,0 900,00 1,800.00 1,000.00 1,800,00c,00

3 Pe!reulak 100 200 2.0 800.00 1,600.00 1,0c0.00 r,600,000,0c

d ce!r€ulak barat 63 96 1.5 1,C00.00 1,523.81 1,000.00 1,s23,809.s1

5 Ranto Peureulak 59 100 1.1 1.230,00 2,084.75 1,000.00 2,0u,145.16

6 RantoSeulemat 25 50 2.0 1, tc{ 00 2,200.00 1,000.00 2,200,000.00

Total 10.9 5,830.00 10,533.29 10,533,236,47

Reta-rata 1.8 971.61 1,755.55 t,7s5,547.74

(eterangan (')Panen pada saai umursavr'il4-5 tahun

Sumber: Diolah dari laporan tahunan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Aceh Timur, 2014.

Selain itu lahan sawit juga dapat dimanfaatkan untuk

mendapatkan pendapatan ekonomi tambahanmelalui penanaman

tanaman muda dan pemeliharaan binatang ternak. Yang pertama

dilakukan sebelum sawit berbuah untuk penanaman tanaman muda

yang dapat membantu perekonomian sehari-hari mereka. Apabila

sawitnya sudah mencapai umur 3 tahun maka masayarakat petani

juga memanfaatkan areal tersebut untuk memelihara temak seperti

sapi dan kambing. Dari petemakan diperkirakan dapat memperoleh

keuntungan dalam masa 6 bulan pemeliharaan.

Satu sapi dapat diperoleh keuntungan mencapai 5 juta jika

dirawat dengan makanan yang cukup. Namun tidak semua petani

memiliki peliharaan temak sendiri, sebagian mereka memelihara
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ternak orang yang keuntungannya harus dibagi dua (FGD, 27
September 2014).

Namun demikian kenyataan di atas belum dapat dirasakan oleh
semua masyarakat korban konflik dan mantan kombatan GAM,
karena di antara mereka yang memperoleh bantuan juga ada yang
tidak dimanfaatkan dengan baik untuk penanaman sawit. Mereka
memanfaatkan bantuan untuk keperluan konsumtif jangka pendek.
Bibit dan bantuan laimya yang diberikan oleh permerintah dijual, dan
uangnya dipakai untuk keperluan komsumsi sehari_hari.

Bahkan lahan pertanian yang sudah disiapkan untuk tanaman
sawit juga dijual. Seperti yang te4adi dikawasan Atue Bu Tuha,
Aceh Timur. Dimana seorang petani telah mernbeli lahan dan
bantuan sawit dari petani lainnya yang berjumlah 2.5 Ha
(Wawancara dengan Asnawi,26 September 2014). Halini diperkuat
lagi oleh pemyataan Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan

Aceh Timur dalam wawancara dengan penelrti sebagai berikut.
"Sekarang yang kita khawatirkan adalah bantuan yang
sedemikiarr banyak dari pemerintah tidak gunakan secara
baik oleh masyarakat. Sebagai contoh kita berikan
bantuan bibit, bibitnya di jual, kemudran uangnya dipakai
untuk konsumtif dan uang itu akan habis dalam waktu
yang tidak lama. Ketika pemerintah memberikan biaya
tanam bibit, uangnya diambil untuk kebutuhan rumah
tangga sehari_hari karena bibit yang diberikan sebelumnya
sudah di.jual dan lahannya pun ikut dijual kepada orang
kaya" (Wawancara, 17 Oktober 2014).



Selain itu juga bantuan yang diberikan kepada masyaraka

korban konflik dan mantan GAM dilakukan secara bertahap

Akibatnya sampai saat ini masih ada di antara mereka yang belun

memperoleh bantuan. Baik bantuaa pertanian (sawit) maupun bantuar

lainnya. Jumlah masyarakat korban konflik dan mantan GAM belun

sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan.

Sehingga keadaan ekonomi masyarakat juga belum stabil

sebagian dari meraka masih sering menjumpai kepala dinas untul

meminta uang, terutama pada hari-hari besar Islam (Hari Raya Idu.

Fitri dan Idul Adha) dimaaa pada dua momentum ini juga dikena,

hari megang yang memerlukan banyak uang untuk membeli daging

hewan untuk dimakan. Dalam keadaan seperti ini sebagian mantar

kombatan GAM sering meminta uang ke dinas-dinas.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur

Saifuddin menyebutkan bahwa:

"Meqjelang megang dan hari raya saya selalu harus putar

otak untuk rnengatasi masalah peminta-minta yang datang

ke kantor untuk minta uang hari raya dan uang megang

bahkan menjelang megang saya tidak bisa terus berada

di kantor. Kalau saya tidak berada di kantor mereka

menelpon, disinilah perlu seni untuk berkomunikasi dan

menolak secara halus. Jika saya lihat fenomena yang te{adi

selama ini, saya berpendapat masyarakat kita mengalami

masalah kerusakan mental dan moral atau degradasi moral.
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Kita telah kehilz

kitu,, 1wu*u,.*J,'il:1 "#ili:da 
pemimpin-pemi mpin

Untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan ekonomimasyarakat yang lebih baik pemerintah Aceh Timur-telah merancangsatu model pembangunan yang integratif Model integrasi inimelibatkan tiga kornponen utama yaitu pernerintah, s\rr'asta danmasyarakat. Diharapkan ketr.ka masyarakat petani sudah muiai panenhasil pertaniannya, harga juaj ke pasar tidak dipennainkan olehpihak swasta (pedagang pengumpul, pedagang kecil dan pedagangbesar), yang menyebabkan

Dalam keadan seperti inilar 
turun drastis dan merugikan pehni'

mengontror p*,ur.,*uuu uJu..jffi,,::#T":ffi ;[::T-Selain itu model integratif perlu dirancaagkan oleh pemerintah
Aceh Timur yaifu menggabungkan pertanian dan petemakan. Dimanalahan pertanian juga dapat dimanfaatkan ,rtrt p"t"_utun sepertitemak lembu dan kambing. Hal ini dirakukan d"rgun.u* koordinasidan ke{asama antar Dinas perkebunan 

Oan Dinas petemakan 
untukmemastikan bantuan yang diberikan diterima ot.t, ,uto kelompokultuk memanfaatkan kedu

petemakan). 
a bantuan tersebut (perkebunan dan

Dengan demikian para pehni dapat memperoleh keuntungan;konomi ganda dan dapat menopang ekonomi mereka sebelummasa panen hasil pertania

?krober 2014). 
n (wawancara dengan saifuddin, 17
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Model yang

sebagai berikut:

dimaksudkan tersebut dapat digambarkan

Garnbar 5.4: Weel Integrative Development Model
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BAB TV

DAMPAK PENANAMAN KELAPA SAWIT

4.1 DAMPAKSOSIAL DAN EKONOMI
Enryin, dkk (2009) menyebutkan kelapa sawir memiliki dampak

sosial yang negatif antaranya terha.lap keamanan pangan, perubahan
lahan pertanian tradisional menjadi perkebunan, sementara dampak
lingkungan perubahan alam dan tata guna rahan, pencemaran air,
erosi tanah, dan pencemaraa kimia. Setanjutnya pembukaan lahan
sawit telah berdampak terhadap konflik sosial.

Indonesia terdapat 500 kasus konflik sosial di sektor
perkebunan kelapa sawit akibat persoalan hak atas tanah, sengketa
tenaga keria, ketidak harmonisan kemitraan, kiminaiisasi penduduk
Desa dan skandal politik tingkat tinggi (Green peace, 2010).

Namun demikian selain dampak negatif penanam kelapa
sawit juga rnemberikan dampak positif, diantaranya terserap tenaga
kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Memberikan
peluang kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha intbrmal
seperti warung dan perdagangan jasa (Effendi, 1996).

4.1.1 Interaksi Sosial

Pelaksanaan program sawit tidak menimbulkan kontraversr
dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya lokal
masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mempersoal_
kan kenapa harus sawit. Dalam pandangan masyarakat ..namanya

juga bantuan, jadi apa yang ada diterima dulu. Mana tahu sekarang
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dapat bantuan sawit suatu saat nantj akan dapat bantuan jenis
tanaman lain,,.

Selain itu, bantuan sawit juga belum menimbulkan konfrontasi
antara masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima
bantuan. Beberapa informen menyatakan, ..Saya tidak cemburu
walaupun tidak mendapat banfuan sawit karena itu sudah rezeki
orang". Terdapat beberapa sebab masyarakat tidak mendapatkan
bantuan sawit, diantaranya:

i. Tidak ada di desa ketika dibentuk kelompok dan diusulkan
bantuan

2. Tidak dimasukkan dalam kelompok atau dipinggirkaa
3. Tidak memiliki lahan

4. Dimasukkan dalam kelompok, tetapi bantuan diselewengkan
anggota kelompok yang mendominasi.

Kenyataan ini dapat dipahami dari pemyataan para informen
yang di wawancarai. Diantaranya.

"Saya tidak mendapat bantuan sawit dan tidak ada nama
dalam kelompok karena pada saat pembentuakan kelompok
saya tidak ada di kampong karena sudah ditangkap dan
berada di rumah tahaaan (Lp) karena kasus kepernilikan
senjata api,, (Racun, 17 Mei 2015).

Selanjuhrya terdapat juga pembentukan kelompok atas inisiatif
beberapa orang dalam mayarakat dengan rnengajak teman terdekat
atau keluarga. pembentukan kelompok tidak dimusyawarahkan ditingkat gampong, sehingga sebahagian masyarakat tidak tahu ada



pro$am bantuan, dan meraka tidak diikutkan dalam kelompok

walaupun mereka tergolong dalam masyarakat miskin. Ini terjadi
pada maysarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan dipandang

"bodoh" oleh masyarakat lain, seperti pemyataan informan dalam

FGD:

Saya tidak tahu ada bantuan sawit, tetapi saya tahu ada

masyarakat yang mendapatkan bantuan sawit. Katanya mereka

cari sendiri bantuaa kepada pemerintah dengan membentuk

kelompok. Kemudian saya minta untuk dimasukkan ke dalam

kelompok katanya anggota sudah cukup. Seorang informen

lainnya menyatakan saya pemah diminta KTp untuk

dimasukkan dalam kelompok, tetapi setelah bantuan diperoleh

saya tidak lagi diberitahu. Mereka membagikan antara sesama

mereka saja (dibagi ajau sabee kedroe-droe jih inan) (FGD,

18 Mei 201s).

Berkaitan dengan kepemilikan lahan, menurut seorang ketua

kelompok bahwa masyarakat yang tidak mendapat bantuan sawit

karena mereka tidak memiliki lahan. Hal ini dibenarkan oleh

Sekretaris Dinas Kehutanan dan perkebunan Aceh Timur (bapak

Ibrahim), bahwa masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak

mendapat bantuan sawit karena pemerintah tidak mengalokasi_

kasikan dana untuk pembukaan lahan. persoalan lahan pun bukan

wewenang dinas, akan tetapi ada dinas terkait Iairmya yang

menyediakan lahan.
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Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa pemberian
bantuan sawit kepada masyaraliat oleh pemerintah tidak dibagikan
kepada seluruh masyarakat korban konflik dan mantan kombatan
GAM. Walaupun demikian, konflik sosial tidak mengemuka sampaipada tahap konfrontasi. Ini
berpegang pada nirai o,o"r,ulili. :t:j,?J.#ffl,T:T
informan berikut;

"Cemburu pasti ada karena kami fidak mendapatkan bantuan
tersebut, namun kami tidak sampai membenci kelompok dan
orang yang menerima bantuan tersebut. Karena kami
berpegang pada prinsip yang telah dituangkan dalam pepatah
Aceh ,, (lneun Tak Wie

tarikdengan orr 
^or{i.|"'' 

(potong dengan tangan kanan

pepatah ini bermakna

ni I ai kern andiri an d- k*j "T',]"r'"j;ffi .'r, ;#:#':L:::
harus berusaha dan bekerja keras bukan hanya mengharap bantuan
orang lain. Selain ifu, akivitas penanaman sawit telah membawa
dampak positif bagi masyarakat petani, yaitu mengurangi satukebiasaan negatif masyarakat, banyak menghabiskan waktu diwarung kopi untuk membicarakan permasalahan_ permasalahan yang
tidak penting mulai dari permasalahan desa sarnpai permasalahan
dunia yang tidak ada solusinya. Masyarakat Aceh mengistila}*annya
"seumula ateuh mel1, (bercocok tanam di atas meja kupi).

Selama memiliki kebur
waku yang rama di siang,"j :ffi.ff1;:::J;,,T:H:;:H



dan berbincang sebentar. Setelah itu langsung pergi ke kebun sawit

untuk bekerja. Akan tetapi rmtuk berinteraksi dengan masyarakat

terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial tidak mengalami

peruba}an. Kami masih bisa mengikuti gotong royong dan acara-

acara di kampong (FGD, 15 Mei 2015).

Masyarakat secara umum tidak mendapatkan bantuan dari

kelompok GAM yang mendapat bantuan sawit akan tetapi untuk

anak yatim mereka kasih terutama menjelang hari raya dan han

megang. Di Desa Buket Beureghang belum ada progam bantuan

sosial yang khusus dipotong dari hasil penjualan sawit untuk

program sosial. Akan tetapi di Desa Alue Udep ada mengumpulkan

dana sosial dari hasil panen sawit. Mekanisme pemberian bantuan

sosial, terutama untuk sumbangan pembangunan masjid sepuluh

rupiah perkilogram. Namun ada desa yang dulunya memberi bantuan

sosial berdasarkan mekanisme tersebut, akaa tetapi sekarang sudah

tidak be{alar lagi seperti di Suka Mulya.

Dampak perubahan sosial lainnya lain dari adanya kebun sawit

yaitu terhadap gaya hidup. Dampak ini bisa dilihat dari salah satu

pemilik kebun yang sudah menjadi toke besar. Orang yang ada

uang pasti gaya hidupnya berubah, walaupun tidak banyat sedikit

banyaknya ada. Misalnya karena sudah ada uang panen sebulan

dua kali orang tersebut sudah berani ambil kredit rnobil yang

akhimya memudahkan transportasi dan bisa berlibur denga keluarga

pada akhir pekan untuk makan- makan di luar atau untuk

berekreasi.
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4.1.2 Pendidikan

Penanaman sawit selain memilik dampak 'terhadap interaksi

juga memiliki dampak terhadap pendidikan anggota keluarga.

Melalui hasil sawit para orang tua sudah dapat merancang

pendidikan anak. Namun saat ini para orang tua belum memilih

sekolah-sekolah yang unggul, akan tetapi pertimbaflgan pilihan

pendidikan anak masih pada jarak tempuh yang terjangkau yang

berada di sekitar Aceh Timur.

Sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tingggal masih

menjadi pilihan utama. Sehingga dilokasi yang tidak memiliki

Sekolah Tingkat lanjutan Atas (SLTA) masyarakat hanya

menyekolahkan anaknya sampai pada fingkat SMP saja yang terletak

dipusat kecamatan. Seperti yang terjadi pada masyarakat di dusun

Suka Mulya.

Walaupun akses ke sekolah tidak terlalu susah artinya tidak

perlu mengarungl sungai dan melawati jembatan yang rusak namun

masyarakat tetap tidak menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat

tinggi. Setelah tamat SMP anak-anak mereka langsung bekerja

membantu orang tua dikebun dan di ladang, atau bekerja ditempat

orang lain sebagai buruh tani.

Dengan adanya sawit, pendidikan anak-anak petani penerima

bantuan akan terbantu, rnisalnya untuk kebutuhan sekolah anak

sudah terpenuhi dan hasil panen. Kalau analogi sederhana untuk

bayar uang sekolah sebulan sekali - masyarakat yang punya sawit 15

hari sekali panen, sehingga tidak ada persoalan dengan biaya
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pendidikan anak-anak mereka. Intinya dengan adanya bantuan sawrt
sangatterbantu pendidikan anak_anak

4.1.3 Kesehatan

Dampak sawit sawit terhadap kesehatan tidak begitu srgaifikan.
Dari segi pola kesehatan lingkungan, masyarakat belum pemah
menghadapi ancaman kesehatan akibat dari penanalnan sawit banhun
tersebut. Semenjak penanarnan sawit tersebut belum pemah ada
kasus wabah penyakit yang rnenimpa masyarakat.

Selain itu pemerintah juga telah menyediakan layanaa
kesehatan gratis meralur program BpJS Kesehatan atau duru di
Aceh juga telah pemah ada program Jaminan Kesehatan Aceh(JKA) Sehingga masalah kesehatan tidak menjadi begitu
bermasalah. Masyaralat lebih memilih fasilitas kesehatan tersebut
daripada memilih ke pengobatan spesialis walaupun sebenamya
mereka mampu mengeluarkan biaya untuk berobat ke spestaiis.
Pertimbangan pilihan kesehatan masih mengandalkan puskesmas
terdekat dan fasilitas kesehatan gratis serta obat bebas yang
dijual dikios-kios rerdekat.

Seiring dengan pembukaan kawasan baru akibat adanya
penambahan areal kebun sawit, jumlah penduduk di sekitar kawasan
itupun bertambah. Namun kenyataan ini tidak ditunjang oleh
fasilitas kesehatan yang rnemadai untuk kawasan yang terpencil
tersebut.

Akibatnya masyarakat yang tinggar di kawasan perkebunan
sarvit untuk akses pelayanan kesehatan harus menempuh jarak yang



cukup jauh yang terletak di pusat Kecamatan Seperti masyarakat

yang tinggal di kawasan Suka Mulya memerlukan waktu satu jam

lebih untuk sampai ke Puskesmas Kecamatan Rantau Paqiang'

4.2 DAMPAKLINGKUNGAN

Dampak buruk dari perkebunan monokultur kelapa sawit telah

dirasakan ielas di lndonesia, Malaysia, Papua New Guine4 Kamerun'

Uganda, Cate de lvory @antai Gading)' Kamboja' Thailand' dan juga

di Kolombia, Equador, Peru, Brasil, Guatemal4 Mexico' Nicaragua'

sertaKostafuca-PerkebunankelapaSavdttelahmengakibatkan

hilangnya hutan-hutan primer unik yang sesrlngguhnya merupakan

bagian dari tanah leluhur dan masyarakat lni mengakiba&an

habisnya sumber air, makanan, obat, spiritualitas' dan budaya'

Padahal, penebangan hutan di dunia merupakan sumber terbesar

kedua yang berperan dalam r-neningkatnya level karbon dioksida di

atmosfer. Forum PBB yang menaflgani isu masyarakat adat (United

NationPermanentForumonlntligenousPeople)menyatakanbahwa

sekitar 60 juta orang adat di seluruh dunia terancam kehilangan tanah

dan sumber kehidupannya akibat perluasan perkebunan untuk

produksi agro-energi, 5 juta orang dari jumlah tersebut tinggal di

Borneo, Indonesia (JKtvlA Aceh, 2011)

Di beberapa daerah Aceh, perluasan kelapa sawit juga sudah

mulai bermasalah, antara lain; pertama status kepemilikan lahan'

Seringkali lahan yang diidentifrkasi untuk produksi kelapa sawit

adalah lahan milik masyarakat, baik yang dimiliki secara pribadi atau

secara komunitas. Lahan pertanian tersebut digunakan oleh penduduk
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setempat untuk menanam sayur_sayuran atau berupa lahan yang
berhutan. Masalah inr diperparah oleh kenyataan bahwa kebanyakan
masyarakat Aceh tidak memiliki sertifikat tanah untuk membuktikan
kepemilikan tanah tersebut, sehingga masyarakat senngkali tidak
menerima kompensasi atas tanah yang diambil untuk perkebunan
karena diaaggap bukan miliknya.

Kedua, menghilangkan mata pencarian lokar. perkebunan
kelapa sawit tidak selamaaya mengarah pada kesejahteraan
masyarakat, khususnya petani kecil. perkebunan kelapa sawit bisa
menciptakan ketergantungan pada komodiras tunggal, yang harganya

ditentukan oleh pasar Intemasional. Msyarakat akan kehilangan
kontrol terhadap mata pencaharian mereka sendiri. Selain itu, petani
perkebunan rakyat yang mengelola lahan mereka sendiri juga tidak
ixrdaya karena kebanyakan pabrik pengotahan tandan buah kelapa
sawit dikelola oleh perusahaan besar.

Ketiga, Dampak lingkungan berikutnya adalah sefiap tahapan
usaha pengembangan industri perkebunan kelapa sawit banyak sekali
menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekologi, yang
dimulai dari pembersihan lahan, pertumbuhan, hingga produksi.
Pembersihan rahan dengan merakukan pembakaran adalah metode
yang paling cepat dan murah yang sering dilakukan sehingga me_
nyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Api yang
digunakan untuk membersihkan lahan juga seringkali menyebar di
luar kontrol sehingga merusak hutan inti dan ekosistem di dalamnya
serta membunuh binatang dan turnbuhan (fauna dan flora). Terkait



bencana banjir, pohon kelapa sawit tidak dapat menyimpan air seba-

gaimana hutan asli.

Namun demikian, menurut beberapa orang informen

penanaman sawit j ustru tidak berdampak negatifterhadap lingkungan,

seperti tanah longsor dan banjir serta kekeringan yang biasanya

diakibatkan oleh penebangan hutan untuk penanaman sawit.

Masyarakat dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tanah

longsor akibat dNi deforestatitn, dengan rnenanam tumbuhan iain

yang produktif dan merniliki nilai ekonomis, sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Sangat sedikit masyarakat yang memahami dan menyadari

dampak negatif tanaman sawit terhadap lingkungan, khususnya air.

Sebagaimana yang disampaikan oleh infbrmen;

"Saya tahu sawit memang ada dampak kemarau dan banjir,

sawit adalah tanaman yang banyak menyerap air. Saat

sekarang ada pengurangan debit dan permukaan air tanah.

Dulu untuk kebutuhan air bisa dengan menggali sumur,

namun sekarang tidak lagi bisa menggali sumur karena airnya

sudah sangat dalam. Al<an tetapi bagi kami tidak ada

pengaruhnya atau tidak ada masalah karena bisa mendapat air

dengan membuat sumur bor. Untuk masalah banjir juga sudah

semakin sering, akan tetapi sulit untuk menjelaskan apakah

banjir tersebut disebabkan oleh sawit, karena sekarang banyak

juga faktor lainnya seperti perubahan iklim".
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Namun pada sisi lain, hanya sebagian kecil masyarakat
menyatakan bahwa pelestarian hutan lebih penting karena untuk
menjaga pelestarian lingkungan. Dengan banyaknya hutan iklimnya
lebih sejuk. Akan tetapi masyarakat tidak punya kepastian terhadap
hasil dari hutan untuk menjadi sumber ekonomi. Usaha sawit lebih
pasti hasilnya sehingga kami rebih mernilih untuk menanam sawit
dan menebang hutaa, bahkan kami melakukan replanting terhadap
tanaman yang saat ini harganya tidak baik, seperti karet. HaJ ini
diungkapkan oleh seorang informen sebagai berikut:

Menurut ayek, lahan sawit sekarang ini pengalihan fungsi
lahan pertanian campuan yag tidak temwat karena
ditinggalkan masyarakat semasa konflik. Lahan yang
ditumbuhi tanaman liar seperti pete, tidak bermanfaat bagi
masyarakat. Tanaman liar tersebut kami potong dan kami
ganti dengan tanaman sawit (wawancara dengan Ayek, 14

Mei 2014).

Dalam pandargan masyarakat petani sawit sekaraag memiliki
nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk dikefakan sehingga
tanaman sawit bukan saja menggantikan tanaman liar yang memiliki
nilai pelestarian hutan. Tetapijuga menggantikan tanaman karet yang
dinilai oleh masyarakat merniliki nilai ekonomis rebih rendah
walaupun memberi dampak terhadap lingkungan yang sejuk. Karet
juga susah untuk dikerjakan karena masa kerjanya yang sangat
ketat.
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Harus dike{akan setiap hari unnrk merawat dan untuk

memanen. Sementara kalau sawit hanya perlu waktu kerja 15

hari sekali. Sehingga sisa waktu lairrnya bisa dimanfaatkan untuk

mengerjakan peke{aan lain.

Lahaa sawit yang kami tanam sekarang merupakan bekas

replanting tanaman karet. Kami tidak lagi menanam karet

karena harganya yang tidak stabil dan masa ke{anya

yang terlalu terikat. Tanaman sawit disini bukan inisiasi

dari pemerintah tetapi kami sendiri yang mengusulkannya

untuk menanam sawit (wawancara dengan Suparno, Suka

Mulya, 14 Mei 2015) .

Selanjutnya masyarakat berpandangan bahwa mereka sebagai

masyarakat awam lebih penting meyelamatkan manusia dari pada

menyelamatkan hutan. Pada hakikatnya yang menyelamatkan

hutan dan manusia adalah tuhan. Maka manusia hanya berusaha

mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Agar hasilnya memuaskan

maka ditanamlah sawit supaya mendapatkan hasil yang memuaskan

bagi manusia. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melarang

penebangaa hutan untuk menanam sawit.

*Hari ini pemerintah tidak melarang penebangan hutan

bahkan memberi bantuan bibit, pembersihan lahaq pupuk

dan sebagainya berarti itu boleh dan tidak berdampak,

kalau berdampak pasti pemerintah tidak melaksanakan

program seperti itu". (wawancara dengan masyarakat

penerima bantuan Abang Ayek, 14Mei2015)



BAB V

KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN

5. 1 KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Pemberian kebun sawit kepada mantan kombatan GAM dan

korban konflik merupakan amanat MoU Helsinki yang tertulis

dalam poin 3.2.5 yang berbunyi:

"Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan

dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk

rtemperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam

masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan

sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan

memant-aatkan tanah dan dana sebagai berikut: a). Semua

mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian

yang pantas, pekefaan atau jaminan sosial yang layak dari

Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; b)

Semua tahanan politik yang telah mernperoleh amnesti akan

menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, peke{aan atau

jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak

mampu bekerja; c). Semua rakyat sipil yang dapat

menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan

menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau

jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak

mampu bekerja".
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Program pengembangan perkebunan sawit merupakan
program pembangunan jangka panjang yang dicalangkan oleh
pemeritah Aceh dengan mulai digalakkan kembali tanaman sawit
sejak tahun 200g. Menur

perkebunansawitsansat,;#:,T::*;H;:;j,Jff :il:*1:
yang besar di pasaran dunia. Selain itu, masa panennya akan
berlangsung berulang-ulang sehingga diperkirakan mampu
melahirkaa generasi baru yang lebih sejahtera (Tabloid Tabangun
Aceh, 2011).

Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan nilai
ekspor paling tinggi di Aceh. Luas areal kebun sawit lebih dari
260,000 hektar dan memberi keuntungan baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada sekitar 200,000 orang. Kelapa
Sawit tersebar di sepanjang pesisir Barat dan Tengara Aceh. Nilai
ekspor (FOB) dari rninyak kelapa sa*it mentah (CpO) yang
diekspor dari Aceh saat ini
harga grobar diperkiralan rffilTJ":::t ffi:fl?'.ffi
Amerika.

Oleh sebab itu, pengembangan sektor minyak kelapa sawit
sebagai sumber penghasiran uhma untuk produk_ produk makanan
daa bahan bakar merupakan salah satu prioritas tertinggi dalam visi
Aceh Green (Fricke, 200g)

Kebijakan pengembangan kawasan agribisnis perkebunaa
kelapa sawit dilal<sanakaa oleh Dinas perkebunan a"eh. f"blukao
tersebut telah ada sebelum tsr

oreh kurangnya,*u.. ourulil';::oo; 
-"fH;,ffi 

:ITJJ
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daya manusia dan keuangan pasca tsnnami dan konflik yang

berlimpah, maka kebijakan ini dijalankan kembali seeara lebih serius

oleh Dinas Perkebunan Aceh, Asian Development Bank (ADB) dan

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Perluasan dan pengembangan seLlor perkebunan kelapa sawit

menjadi bagian penting dalam perekonomian di Aceh. Pemerintah

Aceh juga sangat peduli dengan pengembangan perkebunan kelapa

sawit, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan

mempercepat realisasi program pengembangan perkebunan sawit

Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah Aceh juga telah

mengeluarkan Qanun Aceh No 06 tahm 2012 tentang Perkebunan'

Oleh karena itu progam pemberdayaan mantan kombatan

GAM dan korban konflik di Aceh, khususnya Aceh Timur adalah

dengan memberi bantuan sawit kepada masyarakat melalui

kelompok yang mengusulkan bantuan kepada pemerintah.

Progtam bantuan sawit juga sesuai dengan keinginan

masyarakat. Masyarakat umumnya sangat setuju terhadap program

bantuan dalam bentuk sawit. Sawit dinilai dapat membantu

perekonomian masyarakat karena sawit dapat meningkatkan

pendapatan. Selain itu sawit juga mudah dirawat, tidak menyita

waktu, sehingga wakhr yang tersisa dapat digunakan untuk

mengerjakan pekerj aan-pekerj aan lainnya.

Usaha perkebunan sawit juga membantu masyarakat biasa yang

tidak menerima bantuan dengan dilibatkan sebagai penjaga, pemanen

dan pengangkut buah sawit. Program bantuan Sawit ini merupakan

pilihan berdasarkan aspirasi masyarkat dari proposal bantuan yang



diajukan oleh masyarakat yang terdiri dari mantan kombatan GAM,

korban konflik dan masyarakat biasa.

5. 2 PERENCANAAN PROGRAM BANTUAN SAWIT

Perencanaan merupakan tahap awal dari lahimya sebuah

kebrjakan unluk program pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk

program bantuan dapat lahir dari inisiatif pemerintah maupun dari

inisiatif masyarakat. Program yang lahir dari inisiatif pemerintah

merupakan program yang bersifat top down. Sedangkan program

yang diinisiasi oleh rnasyarakat merupakan program partaisipatil

Kedua jenis perencanaan tersebut tentu memiliki kelemahan dan

kelebihan masing-masing.

Program bantuan sawit untuk mantan kombatan GAM dan

korban kontlik direncanakan oleh pemerintah Aceh berdasarkan pada

kebijakan pemerintah dan amanat MoU Helsinki. Setelah kebijakan

ini disusun, pemerintah Aceh kemudian menginformasikan kepada

masyarakat tentang adanya rencana pemberdayaan melalui program

bantuan sawit. Rencana ini kemudian direspon oleh masyarakat

melalui pengirimal proposal kepada pemerintah Aceh.

Dalam perencanaan program bantuan sawit, masyarakat tidak

pernah dilibatkan dalam menyusun program bantuan dari tahap

awal perencaraan. program sawit ini sudah direncanakan oleh

pemerintah daerah, masyarakat hanya tahu ada program bantuan

sawit, sehingga mereka membuat proposal untuk meminta

bantuan tersebut. Setelah itu masyarakat tidak tahu bagaimana

proses pada tingkat pemerintah secara mendetil.



t

Menurut pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal :=
Dinas Kehutan dan Perkebunan, bantuan yang diberikan bersr=
aspiratif, kerana masyarakat sendiri yang mengusulkan propo=
untuk diberikan bantuan sawit. pemyataan inr sebenam.,:

bertentangan dengan yang drsamparkan oleh masvarakat 1.an:
menerima bantuan

"Tidak semua rnasyarakat tahu jika ada program

pemberdayaan yang direncanakan oleh pihak pemenntah

daerah karena selama ini hanya orang-orang tertentu saia

ya g memperoleh infonnasi. Jika ada bantuan dari

pemerintah untuk masyarakat tlan informasi itu tidak
disampaikan kepada masyarakat umum di Desa, bahkan

kepada anggota kelompok sekalipun sebahagian mereka tidak

mengetahui bantuannya sudah diberikan atau belum,, (FGD

dengan masyarakat Seuneubok Buya Idi Tunong, 17 Mei
2015)

5.3 PELAKSANAAN PROGRAM BANTT]AN KELAPA SAWIT

Pemberian bantuan sawit kepada mantan kombatan GAM dan

Korban Konflik di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan proposal dan

kelompok yang dibentuk oleh masyakarat sendiri. penerima atau

anggota kelompok serta kriterianya ditentukan oleh kelompok itu
sendiri, pemerintah tidak lagi mengeceknya. petugas pemerintahan

mengangap hal itu sudah selesai, kerena kepala desa, camat dan

panglima sagoe sudah melakukan hal tersebut.
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Semua proposal yang dikirimkan ke dinas terlebih dahulu
ditketahui dan dita1661g31i oleh tiga lembaga tersebut. Jika pun
terdapat orang kaya di dalamnya Dinas Kehutanan dan perkebunan
Aceh Timur tidak berhak mencoret nama mereka, karena hal itu
menjadi tanggung jawab kelompok.

Tugas pemerintah daeral kabupaten (Dinas kehutanan dan
perkebunan) memverifikasi terhadap Calon penerima dan Calon
Lahan (CpCL) apakah sesuai dengan usulan proposal. petugas Dinasjuga hanya memverifikasi apakah calon penerima rnemiriki Iahan
yang akan digunakan untuk penanaman sawit yang akan diterirna.

Para penenma program bantuan sawit, anggota kelompoknya
bervariasi yaitu mantan Kombatan GAM, korban konflik dan j uga
urasyarakat biasa. Syarat penerima bantuan adarah kepem ikan lahan
untuk penanaman bibit sawit. Dalam penentuan CpCL melibatkan
masyarkat langsung, dinas hanya memfasilitasi <jalam hal persedian
jumlah bibit, pupuk, obat_obi

dodos dan grek (alar angkut;[::_T"tan 
pen,njang seperti arat

Namun dari hasil verifikasi dengan petugas lapangarl dalam halpenentuan proposal mana yang akan diperioritaskan sangat
dipengaruhi oleh kedekatar

mengajukan proposar r","j ::""::T:::#,, T,",-T:Jlj
proposal mereka.

Ada beberapa kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaanj R.ogrr. bantuan sawit ini. Kekurangan pelaksanaan tersebut antara

I 
farn nifrak dinas tidak melakukan survey awal secara khusus terkait

I 
densan kesesuain lahan dengan progmm bantuaa yang diberikan.



Pihak pemerintah juga tidak melakukan studi analisis terhadap

dampak lingkrmgan yang ditimbulkan oleh penanaman sawit yang

akan dilakukan seperti kajian AMDAL dan analisis lainnya yang

terkait dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan'

dinas hanya bergantung kepada proposal yang diajukan oleh

masyarakat setempat.

Begitu juga dengan analisis atau evaluasi dampak terhadap

lingkungan dari penanaman sawit bantuan tersebut Jadi dikarenakan

tidak pemah ada analisis khusus, maka pihak dinas tidak mampu

menjelaskan dampak lingkungan dari penanaman sawit tersebut'

5.4. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BANTUAN

SAWIT

Dalam proses penyaluran bantuan, berdasarkan hasil

wawancara pihak Dinas tidak melakukan monitoring dan evaluasi

secara rutin dan berkala. Akibatnya penyaluran bantuan bibit sawit

oleh dinas ada yang belum ditanam sampai saat ini, dan ada

masyarakat menerima bantuan tidak sesuai dengan jumlah yang

semestinya.

Selain itu, sebahagian masyarakat penerima mesti

mengeluarkan uang ongkos antara Rp 1000 per batang bibit sawit'

sehingga masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan uang

tersebut tidak dapat memperoleh bantuan bibit sawit'

Untuk itu, monitoring perlu dilakukan terutama daiarn

memastikan penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan proposal yang

diajukan dan prinsip keadilan yaitu memastikan bahwa bantuan



--

tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi

kiteria bantuan dan dimanfaatkan sesuai dengal ketentuan.

5.5. MODEL PEMBERDAYAAN TINTUK PENGENTASAN
KEMISKINAN

Pembukaan areal sawit bagi masyarakat korban konflik dan

mantan kombatan GAM di kabupaten Aceh Timur telah dilakukan

sejak tahun 2009. Penanaman sawit sebagian dilakukan pada lahan

baru tetapi ada juga yang digunakan pada lahan yang

ditinggalkan ketika konflik yang sebelumnya difungsikan untuk
tanaman polikultur.

Namun semua lahan ini baik lama maupun baru ada.lah

merupakan lahan milik pribadi masyarakat, pemerintah hanya

memberi bantuan biaya kliring, bibit, pupuk, biaya tanam, dan alat.

Bantuan tersebut diusulkan oleh masyarakat melalui kelompok
masing-masing kepada pemerintah Aceh berdasarkan infbrmasi
yang didengar dari pegawai pemenntah. Kemudian pemerintah

Provinsi mengintruksikan kepada pernerintah kabupaten (melalui
dinas kehutanan dan perkebunan) untuk melakukan verifikasi ke
lapangan dan memastikan kelompok pengusul tersebut memiliki
lahan.

Dalam pelaksanaan program pemerintah kabupalen menunjutri

seorang pengawas lapangan untuk berkoordinasi dengan ketua
kelompok dalam usaha rnemastikan semua bantuan dimanfaatkan

secara baik dan sesuai dengan ketentuan.
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Berdasarkan kenyataan ini dapat dipahami bahwa proses

pemberdayaan masyarakat melalui komoditi sawit yang terjadi di

kabupaten Aceh Timur adalah berbasis top Llown dan botlom up, di

mana program penanaman sawit sebagai program pengentasan

kemiskinan telah ditentukan oleh pemenntah, tetapi untuk

mendapatkan bantuan sawit masyarakat hams proaktif mengajukan

bantuan kepada pemerintah.

Kenyataan ini tidak memenuhi standar pemberdayaan yang

ideal, karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam

perencanaan dan menerapakan sistem kompetisi dikalangan

masyarakat untuk memperoleh bantuan sehingga masyarakat yang

lemah pendidikan dan jaringan informasi tetap tersisihkan dari

program pemberdayaan. Apatagi kriterianya tidak memperioritaskan

masyarakat miskin.

Menurut Burhan (2011) pemberdayaan petani dilakukan

dengan cara memposisikan para petani sebagai mitra atau subjek

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program

pemberdayaan. Untuk itu, pendekatan dapat dilakukan secara

partaisipatif dan dialogis memadukan pendekatan dari bawah dan

dari atas dalam merumuskan program, Pendekatan dengan

mempertimbangkan kondisi sosio kultural masyarakat, dan

menggunakan agen pembaharuan atau tenaga pendamping.

Berdasarkan gambaran pemberdayaan yang dilakukan melalui

komoditi sawit, secara skematis model kebijakan pemberdayaan

ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Aceh melalui pemerintah

Kabupaten Aceh Timur dapat digambarkan sebagaimana benkut:



Disbun prov
(Dana Otsus /

APBA/ Aspirasi)

Dishutbun Kab.

Aceh Timur

Masyarakat

Mendapatkan

bantuan dari

Dampak Sosial
- Gaya Hidup
- lnteraksisosial
- Keamanan
- Pendidikan
- Kesehatan

Dampak Ekonomi
- Rumah
- Kenderaaan
- Parabola
- Perlengkapan

,/perabotan
Rumah

Dampak
Lingkungan

- Kekeringan
- Banjir

Gambar di atas menjeiaskan bahwa:

1. Masyarakat mendapat infonnasi adanya bantuan pertanian
dari pemerintah Aceh, kemudian mencari kebenaran dan
kepastian tersedianya bantuan ke Dinas Kehutanan dan
Perkebunan di provinsi dan Kabupaten,Kota.
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2. Masyarakat membentuk kelompok petani secara bersama.

3. Kelompok petani menyiapkan proposal bantuan pertanian.

4. Mengirimkan proposal bantuan kepada Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Aceh setelah mendapat rekomendasi

dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh

Timur

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi berkoordinasi

dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh

Timur untuk pelaksanaan program,

6. Dinas Kabupaten rnelakukan verifikasi dan seleksi kelornpok

dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut ke Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.

7. Dinas Provinsi menyalurkan bantuan kepada kelompok tani

yang disetujui dan bantuan tersebut didampingi oleh

petugas dari dinas kabupaten untuk memastikan bantuan telah

diterima oleh ketua kelompok.

8. Pelaksanaan program yaitu bantuan sawit diterima oleh

kelompok tani ditanam, dirawat, hingga memetik hasil

panen-

Model pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas akan

lebih maksimal pelaksanaanya jika pemerintah terus melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap bantua tersebut. Hal ini

penting dilaksanakan sebab dan hasil penelitian lapangan

ditemukan bahwa ada bibit sawit bantuan pemerintah yang

sampai hari ini belum ditanam oleh masyarakat dengan berbagai



alasan, seperti lahan belum siap, bibit yang dikasih terlalu kecil
sehingga tidak ditanam dulu takut dimakan hama. Seperti yang
terjadi di kawasan Ranto paqiang dan Idi Tunong.

Oleh karena itu model pemberdayaan yang dilakukan oleh
pemerintah sekarang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
secara berkelanjutan baik oleh dinas ataupun melibatkan miha
lainnya. Maka model perrberdayaan ekonomi yang diterapkan
memerlukan penyempumaan, dalam hal ini kami menawarkan
model yang disempumakan yaitu sebagai berikut:

Disbun Prov
(Dana Otsus /

APBA/ Aspirasi)

Dishutbun Kab.

Aceh Timur

Dampak Sosial
- Gaya Hidup
- lnteraksisosial
- Keamanan
- Pendidikan

Dampak Ekonomi
- Rumah
- Kenderaaan
- Parabola
- Perlengkapan/

perabotan

Dampak
Lingkungan

- Kekeringan
- Banjir



Jika monitoring terus dilakukan oleh pemerintah sampar masa

panen maka permainan harga oleh pihak swasta dapat ditekan

oleh pemerintah. Jika permainan harga dipantau oleh pemerintah

maka yang untung adalah petani sawit, kalau tidak maka akan

terjadi sebaliknya. Petani yang berdaya sesuai dengan harapan

pemerintah menjadi utopia belaka'

Selain itu monitoring juga diperlukan dalam program

bantuan sarvit ini supaya tidak te{adi pergantian anggota

kelompok penerima secara sepihak oleh ketua kelompok tanpa

memberi tahu anggota sebelumnya yang telah mengumpulkan loto

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pembentukan kelompok'

Jika hai ini terjadi maka dikhawatirkan akan muncul konflik sosial

di dalam masyarakat. Apabila konflik sosial muncul kestabilan

sosial dalam masyarakat terganggu'

Jika integrasi sawit dengan sapi dapat dilaksanakan rnaka

manfaat yang akan d:iperoleh antara lain; (a) rurnput dalam kebun

sawit dapat dimakan langsung oleh sapi tanpa harus dipotong oleh

petani sehingga hemat waktu dan tenaga serla areal kebun sawit

menjadi bersih, (b) Kotoran sapi dalam jumlah baryak bisa dijadikan

biogas. (c) Sambil menjaga sapi bisa mengurus kebun sawit-

Jadi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal

yang kami dimasukkan dalam penyempurnaan model pemberdayaan

yang dilakukan oleh pemerintah sekarang; pertama unsur monitoring

dan kedua integrasi program Dalam pelaksanaan program integrasi

sawit dan sapi ini juga kami berharap akan terjadi integrasr

program antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada
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saat Musyawarah Rencar

sehinggaprosramo.,ro".o;roo}o**;:r",tT:Tf T?
cepat terlaksana.

5. 6 MODEL PEMBERDAYAAN BIDANG PERTAMAN
Sejak masa penjajahan pemerintah Hidia Belanda,

pembangunan pertanian selah
L^_,__-, 

u mendapat perhatian pemerintah yang
berkuasa di Indonesia. Tidak saja terkait dengaa penyediaan pangan
bagi rakyat, tetapi juga sebagai sumber penghas an (tamba}an) dari
penjualan hasil-hasil pertanian (cash c rop.s).

Dari sisi kepentingan pemerintah, pembangunan pertanian
sangat penting artinya sebagar. penyedia bahan-mentah dan bahaa_
baku indushi, penghasil devisa ekspor, daa perluasan kesempatan
dan serapan tenaga-ke{ a.

Selama pernerintahan
pres 

i den soeharto,, r. r-r rro"l" ."ljo"rfr::T:#':ffi;
memperoleh perhatian, uta

mendukung o".oun*rur''"ffi;:*:,:T:I.ilffi##
BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada Bahan Makanan)
pada 1967, program BIMAS
Gotong Royons r-or r",::;, iffo,ffiffll',*T;
lntensifikasi Masal (INMAS), Intensifikasj Khusus (INSUS), dan
SUPRA INSUS-

Pada masa-masa ini,
membuktikan keberhasilannya

mutu produk_produk pertanian,

pembangunan pertanian telah
dalam peningkatan jumlah dan

utama-nya beras. Tetapi kehidupan
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petani justru semakin menurun dan terdampak dijadikan "tumbal"

pembangunan industri. Nilai-tukar produk- produk pertanian

terhadap kebutuhan petani semakin menurun, bahkan beragam

insentif dan subsidi yang pemah diberikan kepada petani sejak awal

dasawarsa 1970-an, berangsur-angsur semakin menurun dan sebagian

telah ada yang dihapuskan.

Seiring dengan itu, melalui slogan "prtlitik No, berkarya Yes"

keberadaan organisasi petani sebagai kekuatan politik yang kritis

terhadap kebijakan pemerintah sangat dikendalikan. Satu- satunya

organisasi petani yang diakui dan keberadaannya memperoleh

dukungan pemerintah hanyalah organi-sasi Himpunan Kerukunan

Tam lndonesia (HKTI), yang diizinkan berkembang sebagai

kekuatan politik pendukung pemerintah yang sedang berkuasa.

Memasuki era reformasi yang bergulir sejak awal 1998,

kondisi pertanian di Indonesia semakin menunjukkan penurunan.

GEMA PALAGUNG (Gerakan Menanam Padi, Palawija dan

Jagung) yang dibarengi dengan penyaluran Kredit Ilsahatani

(KUT) tidak banyak memberikan hasil seperti yang diharapkan,

bahkan yang terjadi adalah membengkaknya tunggakan KUT

karena dananya diselervengkan oleh pihak yang terkait dalam

penyalurannya.

Semakin memburuknya pembangunan pertanian telah

menyadarkan pemerintahan Presiden SBY untuk mendeklarasikan

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tahun

2005. Sejak saat itu, keberhasilan pembangunan pertanian

dilaporkan semakin menunjukkan keberhasilannya, seperti



dicapainya swasernbada beras pada tahun 200g (rneskipun tercatat
masih rnengimpor beras hampir sebanyak 300.000 ton) dan
swasembada jagung pada 2009.

Namun demikian, prestasi petani seperti itu, belum
memperbaiki apresiasi pemerintah dan pemangku kepentingan
pembangunan pertanian yang lain terhadap kehidupan petanr. yang
terjadi, justru petani selalu kesulitan rnemperoleh pupuk pada
saat dibutuhkan. Demikian juga dengan pemasaran pro<luknya,
mereka selalu dalam kedudukan posisi_tawar yang lemah terhadap
pedagang dan pemangku kepentingan pernbangunan pertanian yang
lain. Seiring dengan itu, meskipun gerakan reformasi terah berhasil
mengubah sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi,
tetapi keberadaan organisasr petani sebagai kekuatan politik belumjuga menunjukkan kebangkitannya, sehingga posisi_tawar petani
terhadap pemangku kepentingan yang lain selalu kalah_ Karena itu,
se.1ak -10 tahun terakhir, kehrdupan petani di Indonesia tidak lebih
baik dari yang digambarkan oleh James Scott (1976), yaitu Seperti
ordng yang terendcm oir, yang airnyu 

'ampai ke bibir. .Iika ,sedtktt
saja bergerak,airnyu akan masuk ke mulut, clatt tnentbawanya
tenggelam. Oleh sebah ittt, mereka tebth baik cliam saja ,agar tetap
selamot.

Petani-petani yang dalam kondisi termarjinalkan seperti itu,
rnereka sadar betul untuk lebih baik tetap diam demi
keselamatamya- Sebab, jika (ketahuan) bergerak, pasti akan ditindas
dan mereka pasti akan kalah, bahkan dihabisi seperti yang pemah
dialarni oleh Barisan Tani Indonesia (BTl) di masa Orde Baru.



5.6.1 Kelompok Tani di lndonesia

Seiring dengan dikembangkannya prognm inten-sifikasi

pertainan melalui Progtam BIMAS/INMAS pada penghujung

dasawarsa 1960-an, telah dikembangkan beragam bentuk

Kelompok Tani di Indonesia, seperti: Kelompok Petani Pemakai

Air (P3A), Kelompok Pemberantasan Hama, Kelompok '

Demomnstrasi Area, Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan

(Kelompen Sipedes), dan lainJain.

Sejak dikembangkannya Proyek Pemberdayaan masyarakat

Pertanian Pangan (National Food C-rops Extens ion Prt'rjecl's'NFCEP)

di tahun 1976, semua kelompok tersebut dilebur dalam Kelompok

Tani Hamparan dan atau Kelompok Tani Domisili, dan

kelompok-kelompok tersebut berubah fungsinya menjadi

Kelompok Kegiatan yaitu Kelompok Tani yang dibentuk guna

melakukan kegiatan-kegiatan khusus. Selain itu, belajar dan

pengalaman NFCEP tersebut, keberadaan Kelompok Tani kemudian

diresmikan pembentukannya melalui Surat Edaran Menteri Pertanian

Nomor 130Me rftan/llll979, sehingga Kelompok Tani bukan lagi

menjadi kelompok informal, melainkan sudah berubah menjadi

Kelompok Formal.

Dalam perjalananannya, Kelornpok Tani yang semula

dikembang-kan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat

pertanian, sejak dikembangkannya program Intensiifikasi Khusus

(INSUS) pada tahun 1979, keberadaan Kelom-pok Tani berubah

menjadi instrumen pengelolaan usahatani. Sebab, melalui INSUS,

usahatani tidak lagi dikelola secara perorangan (individual)
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melainkan dilaksanakan secara bekerja-sama antar petani dalam
satu kelompok-hamparan.

Keberadaan Kelompok Tanr sebagai instrumen pengelolaan
usahatani seperti itu. kemudian dikembangkan lagi pada
pelaksanaan SUPRA INSIJS, yang memperluas unit pengelolaan
usahatani dari kelompok Tani ke Gabungan Kelompok Tani. Lebih
lanjut, memasuki masa reformasi, keberadaan Kelompok Tani tidak
hanya dijadikan instrumen pengelolaan usaha_tani, melainkan lebih
dikembangkan lagi menjadi instrumen pembangunan ekonomi
perdesaan melalui prograi a Oorporute l;arming di tahun 2000,
Lembaga Usaha Ekonomi perdesaan (l,UEp) tahun 2004, dan
Pengembangan Usaha Agribisnis perdesaan (pUAp) di tahun 200g.

Berkaitan dengan perkembangan kelompok tani di Indonesia
tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

(a) Keberadaan kerompok tani seberu, NFCEP, lebih bersif'at
sebagai kelompok_sosial yang bersrfirt infonnal

(b) Memasuki era NFCEp, kelompok tani dikembangkan sebagai
instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian.

(c) Pada era INSUS <ian SUpRA INSUS sampai dengan akhir
1990-an, kelompok tanr telah dikembangkan sebagai
instrument pengelolaan usahatani, utamanya dalani upaya
peningkatan produksi dan pelestarian swa_sembada beras

(d) Melaiui Corporate Farnting, LIlEp, dan pUAp, diupayakan
pengembangan kelompoktani rnenjadi suatu bentuk korporasi
usahatanr.
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1) Melalui Corporrtte Farming, pengelolaan usaha-tani tidak

lagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing petani

sebagai pemilik lahan usahatani, tetapi sepenuhnya

dikelola oleh Corporate Farming. Petani sebagai pemilik

lahan hanya sebagai "buruh-tani" dilahunya sendiri, '

dan akan menerima bagian pendapatan corporate secara

proporsional berdasar-kan luas lahannya.

2) Melalui LUEP, kelompok-tani diberikan kesempatan

untuk mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran

produk.

3) Melalui PUAP, kepada setiap GAPOKTAN diberikan

hibah sebesar Rp. 500.000.000/ Gapoktan, untuk dikelola

sebagai pinjaman kepada anggota-anggota Kelompok-

tani/ Gapoklan untuk pengembangan agribisnis

Namun, kesemua upaya itu belum secara jelas mengarah pada

pengembangan Kelompok tani / Gapokatan sebagai lembaga (yang

dibentuk, dimiliki, dan dikelola oleh petani untuk mengembangkan

unit usaha yang memiliki daya tawar dan mampu membangun

kemitraan yang sinergis dengan beragam kelembagaan

pembangunan pertanian yang lain.

5.6.2 Kebijakan Pengembangan Kelompok Tani

Seperti telah dikemukakan, kehadiran Kelompok-tani

sebenamya sudah mulai dikenalkan sejak awal tahun 1970-an,

terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pertaniar dalam bentuk:

ke lompok-tani pemakai air, kelompok pemberantasan hama, dan



lainJain. Tetapi pada saat itu kelompok_tani masih bersifat
informal sebagai keiompok-sosiar yang dibentuk dan dikembangkan
atas dasar kepentingan bersama.

Sejak diluncurkannya proyek pemberdayaan 
masyarakat

Pertanian Tanaman pangan (N(ltional l;ootl Orop.s Exteruston project)
pada akhir tahun ls7(r, pengembangan kelompok-tani mulai
menemukan bentuknya yang lebih fbrmal, seiring diadopsinya
sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan ) atau I raining and
ltistt (TY). pengembangan kelompok-tani kemudian terus dikem_
bangkan menjadi kelornpok yang lebih formal melalui Surat Edaran
Menteri pertanian No. l30.Me ntan/Ill 1979, yang membagi habis
seluruh lahan hamparan di seluruh lndonesia ke dalam Witayah
Ke4a Kelompok_tani (WILKEL).

Pada saat program Intensifikasi Khusus (iNSUS) yang
dilaksanakan sejak tahun i979 dikembangkan menjadi SLipRA
INSUS pada tahun 19g7. keberadaan kelom pok+ani dikembangkan
lagi menjadi Gabungan kelompok_rani (GApOKTAN).

Pengembangan GAPOKTAN akhir-akhir ini semakin
diintensifkan, terkait pelaks

usaha A gri b i sni, o".o"rr"r)";;; i:H:H';:filT 
" 
#

sebanyak Rp. 100. 000.000/Gapoktan. perubahan kelompok-tani
rnenjadi GApOKTAN yang semakin disadari potensinya untuk
dikembangkan menjadi kelembagaan agribisnis di perdesaan rtu,
memberikan inspirasi pengembangan GAPOKTAN menjadi dua
bentuk pilihan, yaitu: menjadi Asosrasi petani, atau Korporasi (Badan
sDM,2008)



5.6.3 Ragam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertanian

Telaahan terhadap ragam kegiatan pemberdayaan masyara-

kat sektor pertanian, difokuskamn kepada tiga kegiatan pokok,

yaitu:

(a) Pemgembangan Usaha Agrobisnis

(b) Kegiatan ini dilatar-nelakangi oleh kenyataan bahwa belum

semua pelaku usahatani memahami kegiatan pertanian

sebagai satu kesatuan sistem agrobisnis

(c) Pengembangan Badan Usaha Milik Petani, yaitu suatu

inovasi kelembagaan yang dilator-belakangi oleh kurang

berfungsi dan terintegrasinya kelembagan usaha agrobisnis

dalam mendukung peningkatan produksi, pendapatan

petani, dan peningkatan daya-saing kegiatan agrobisnis

(d) Pengembangan Usaha Petemakan Terpadu, yang dilatar

belakangi semakin pentingnya optimasi pemanfaatan

sumberdaya dan efisiensi usaha petemakan yang di samp'ing

melakukan intensifikasi usaha petemakan juga diinte-

grasikan dengan pemanfaatan limbah dan pengembangan

usaha tani organik.

5.6.4 Pemgembangan Usaha Agrobisnis

Kelemahan umum dalam pengelotaan usaah tani adalah

sering terpusat pada kegiatan intensifikasi usahatani (on-Jarm)

yang diharapkan dapat meningkatkan produl"tivitas dan sekaligus

keuntungan usaha tani atau pendapatan petani. Namun dalam pralcek,

intensifikasi yang berhasil meningkatkan produktivitas, fidak selalu

diikuti dengan efisiensi usahatani maupun pendapatan petani'



(c)

pelayanan kepada (masyarakat) petani.

Pengembangan kegiatan agrobisnisterpadu

kelompok-tani, dan atau Gabungan

(GAPOKTAN).

oleh petani,

Kelompok-Tani
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